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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN TJMUM
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR: 25lKpts/KPU-Kab'012.329512 D0l5

TENTAI{G

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI

TAHTJN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI'

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (10)

Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I Tahun

2015 tentang PenetaPan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang;

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Dalam

Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemw, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang

Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 201 5.
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Mengingat : 1.
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan

Peraturan-Peraturan Negara Tahun I 950);

Undang - Undang Nomor 13 Tatrun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi

Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 8, Tambahan Lembaran Negaxa Republik Indonesia

Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan tnformasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2071 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 52aQ;

Undang-Undang Nomor 8 Tatrun 2012 tentang Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor

ll7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5316);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014

Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telatr beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4.

5
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(Lembaran Negara Tahrur 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Penerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomot 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5272);

Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015

tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubemur

dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta

Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

KabupatedKota sebagaimana telah beberapa kali diubalu

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01

Tahun 2010 tentang Perubahao atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 4(ota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pernilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum KabupatenA(ota sebagaimana telah

9.

10.

11.

12.
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15.

16.
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diubah dengan Perat$an Komisi Pemilihan Umum Nomor

22 Tafun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Seketariat Jendral Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Seketariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

Peratuan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan

Wakii Bupati, dan/atau Waiikota dan Wakil Walikota;

Peratuan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi,/Komisi lndependen Pemilihan

Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/I(omisi Pemilihan

Independen Pemilihan Kabupaten {Kota, Pembentukan Dan

Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara Dalam Penyelenggara Pemungutan

Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur Dan

Wakil Gubemur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau

Walikota Dan Wakil Walikota:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015

tentang Pencalonan Pemilihan Gubemur dan Wakil

Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dar/atau

Wakil Walikotal

Keputusan Komisi Pemitihan Umum Kabupaten Wonogiri

Nomor 25lKpts/KPU-Wng-01232951212014 tentang

Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Anggota

DPRD Kabupaten Wonogiri dan Perolehan Suara Sah

Calon Aaggota DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2014;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

Nomor 32AfutslKPU-Wng-01232951212014 tentang

Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Wonogiri Tahun 2014;

17.
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Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang

Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

Nomor: 124(pts/KPU-Kab-012.32951212015 tentang

Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Wonogiri Serta Pembentukan Dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suar4

Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam

Penyeienggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Wonogiri Tahun 2015;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

Nomor 23iKptslKPU-Kab-012.329512/2015 tentang

Penetapan Jumlah Kursi dan Suara Sah Paxtai Politik Atau

Gabungan Partai Politik Dalam Pendaftaran Pasangan

Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun

2015;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

Nomor 24,4(pts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang

Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan Bagi Pasangan

Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Wonogiri Tahun 2015.

Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Wonogiri Tanggal 20 Mei 2015

MEMUTUSKAIT{:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PEDOMAN

TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN

2015

Menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

20.

Memoerhatikan

Menetapkan

21.

KESATU
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KETIGA
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Formulir Pencalonan Pemilihan Bupafi dan Wakil Bupati

Wonogiri Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II Keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 20 Mei2015

PEMILIHAN UMUM
WONOGIRI,
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 25lKpts/lQU-Kab-0 I 2 .3295121201 5

TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA

PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI WONOGIRI TAHIIN 2015

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAI\
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHTJN 2015

BAB I
PENDAHULUAII

PENDAIITJLUAN

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri merupakan sarana kedaulatan

rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara demokatis, langsung, jujur dan

adil. Bupati dan Wakil Bupati terpilih merupakan pemimpin Kabupaten Wonogiri yang

harus mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Wonogiri.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri, KPU

Kabupaten Wonogiri mempunyai tugas dan wewenang untuk rnenetapkan keputusan

yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Wonogiri.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah

sebagai berikut:

1. Unnrk memberikan pedoman bagi I(PU Kabupaten Wonogiri, Partai Politik dan

Masyarakat lainnya dalam melaksanakan tahapan Pencalonan dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri;

2. Unnrk memberikan pedoman bagi Partai Politik dan Masyarakat yang ingin

mengajukan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri;

3. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang mekanisme dan

prosedur pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri.

PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya

disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya,

maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :
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1. pemilihan Bupati dan wakil Bupati wonogiri, selanjutnya disebut Pemilihan

adalah pelaksanaan kedaulalan rakyat di wilayah Kabupaten wonogiri untuk

memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis'

Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau

Pemilu Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden yang diselenggarakan paling akhir.

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga

penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri

sebagaimanadimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum

dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan

berdasarkan ketentuan yang diatur da"lam undang-undang Pemilihan'

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU

Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas

menyelenggarakan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur berdasarkan

Ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut KPU

Kabupaten, adaiah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana

dimaksud dalam undang-rurdang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan

tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan

Ketentuan yang diatur dalarn undang-undang Pemilihan'

Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK' adalah panitia yang

dibentuk oleh KPU Kabupaten unhrk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat

Kecamatan.

Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang

dibentuk oleh KPU Kabupaten ruttuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat

Desa atau Kelurahan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah

lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi

penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatu mengenai

penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam

pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur

dalam undang-undang Pemiiihan'

3.

A

5.

7.
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g. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut

Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang

bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi

sebagaimana dimaksud dalam rndang-undang yang mengatur mengenai

penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam

pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan'

10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Wonogiri' selanjubrya disebut Panwas

Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas

untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Wonogiri'

li. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan'

atlalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas 
-untuk

mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan'

12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas

yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan

Pemilihan di desa/kelurahatr'

13'PartaiPolitikadalahPartaiPolitiknasionalPesertaPemilihanUmumAnggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Wonogiri'

14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Pariai Politik Nasional'

atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Nasional dan

Partai Politik Lokal peserta Pemilihan Umum Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat' Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu)

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati'

15.PimpinanPartaiPolitikadalahKetuadanSekretarisPartaiPolitikataupalaKetua

dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan

sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga

(ART) Partai Politik yang bersangkutan'

16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama

dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan

CalonatauolehPasanganCalonPerseoranganyangdidaftarkankeKPU

KabuPaten.

17. Bakal calon adarah warga negara Republik lndonesia yang diusurkan oreh

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang didaftarkan

atau mendaftar kepada KPU Kabupaten untuk mengikuti Pemilihan'

18. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri yang

telahmemenuhisyaratdanditetapkansebagaipesertaPemilihan'
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19. Petahana adalah Gubemur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan

Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat.

20. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi

pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang

dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling

rendah oleh desa./kehuahan, oleh pejabat yang berwenang di wilayah tempat

tinggal masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi

manusia.

22. Had. adalah hari kalender.

C. PRINSIPPENYELENGGARAANPEMILU

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus

berpedoman pada asas :

l. mandiri;

2. jujur;

3. adil:

4. kepastian hukum;

5. tertib;

6. kepentingan umum;

7. keterbukaan;

8. proporsionalitas;

9. profesionalitas;

10. akuntabi litas:

I L ensrenst:

12. efektivitas; dan

13. aksesibilitas.

D. DASARHUKUM

Dalam penyusruran kepufusan ini, KPU Kabupaten Wonogiri berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahwr 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa

Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 1950 Nomor 42);
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undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor

2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5189);

undang-Undang Nomor 14 Tahun.2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5316);

7. Undang-unclang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintalran Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

UndangNomorgTahun2015tentangPerubaharrKeduaAtasUndang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

20l5Nomor58,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor56T9);

8. Unclang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur,

BupatidanWalikotamenjadiUndang-Undang(LembaranNegaraTahun2014

Nomor23,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor5656)

sebagaimana telah cliubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentalg Penetapan

PeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndarrgNomorlTahun2014tentang

PemilihanGubemur,BupatidanWalikotamenjadiUndang-Undang(Lembaran

Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambaharr Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5678);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran

NegaraRepubliklndonesiaTahun2012Nomor5,TambaharrLembaranNegara

Republik lndonesia Nomor 5272);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana

KegiatanPemilihanGubemurdanWakilGubemur,BupatidanWakilBupatiserta

Walikota dan Wakil Walikota;

4.
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11_ Peratunn Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tara Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemiiihan Umum Provinsi, dan Komisi

pemilihan umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peratuan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Seketariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Seketariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Seketariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja

Kornisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umurn/Komisi Pemilihan lndependen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suar4 Dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara Dalam Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil

Bupati, Dar/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan

Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wfil Walikota;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 25lKpts/KPU-

Wng-012329512/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik

Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota

DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2014;

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 32lKpts/KPU-

Wng-012329512/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri

Tahun 20141
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18. Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten wonogiri Nomor l0lKpts/I(PU-

Kab-012.12g51212015 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal

PenyelenggaraanPemilihanBupatidanWakilBupatiWonogiriTahun2015;

19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor: l2lKpts/KPU-

Kab-012.32951212015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan

umum Kabupaten wonogiri Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, Dan Keiompok Penyelenggara

PemungutanSuaraDalamPenyelenggaraanPemilihanBupatiDanWakiiBupati

Wonogiri Tahun 201 5;

20. Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten wonogiri Nomor 23lKpts/KPU-

Kab-012.329512/2015 tentang Penetapan Jllm',lah Kursi dan suara sah Partai

Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pendaftaran Pasangan calon

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;

21. Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten wonogiri Nomor 24lKpts/KPU-

Kab-0|2.32g5l2i20l5tentangPenetapanJumlahdanSebaranDukunganBagi

pasangan calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati

Wonogiri Tahun 20 1 5 .

Peserta Pemilihan

Peserta Pemilihan adalah :

1. Pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

dantelahmemenuhisyaratuntukditetapkansebagaipesertaPemilihan,darr/atau

2. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat

untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

BAB II
PERSYARATAI{ CALON DAI\ PENCALONAII

PERSYARATAN CALON

1. Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati

Wonogiri, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara

Kesatuan RePublik Indonesia;

c.berpendidikanpalingrendahsekolahlanjutantingkatatasatausederajat;

d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
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mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan

menyeluruh dari tim dokter;

tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melalarkan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetaP;

tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat

keterangan catatan kepolisian;

menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

tidak sedang memiliki tanggungan utang secara pe$eorangan dan/atau secara

badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan

negaf4

k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap;

l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;

m. belum pemah menjabat sebagai Gubemur atau Wakil Gubemur, Bupati atau

Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakii Walikota selama 2 (dua) kali masa

jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubemur atau Calon Wakil

Gubemur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota

atau Calon Wakil Walikota;

n. belum pemah menjabat sebagai Gubemur, Wakil Gubemur, Bupati dan

Walikota untuk Calon Wakil Gubemur, Calon Bupati,.Calon Wakil Bupati'

Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;

o. berhenti dari jabatarurya bagi Gubemur, Wakil Gubemur, Bupati, Wakil

Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain

sejak ditetapkan sebagai Calon;

p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat

Walikotat

q. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;

r. memberitahukan pencalonannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati kepada

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat'

kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan

Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional lndonesi4 Kepolisian

Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak menclaftarkan diri

sebagai calon;

g.

h.
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t. berhenti dari jabatan pada Badan usaha Milik Negara atau Badan usaha Milik

Daerah sejak ditetapkan sebagai calon; dan

u. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP

Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota

sebelum pembentukan PPK dan PPS.

2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam

angka t huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas'

3. Syarat calon tidak pemah dijaUhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam

angka I huruf f, untuk tindak pidana yang mengahr ketentuan pidana penjara

minimal dan pidana penjara maksimal, ancaman pidananya didasarkan pada

pidana penjara maksimal.

4. Syarat calon tidak pemah dijatuhi pidana penjam sebagaimana dimaksud dalam

angka t huruf f, dikecualikan bagi :

a. calon yang telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya

jadwal waktu pendaftaran Pasangan Calon dalam waktu paling singkat 5 (lima)

tahun:

b. Calon yang dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis);

c. Calon yang dipidana penjara karena alasan politik.

5. Calon yang telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam

angka4hurufasecarakumulatifwajibmemenuhisyaxatsebagaiberikut:

a. Calon yang benangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada

publik sebagai mantan narapidana;

b. Calon yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan yang berulang'

6. Calon yang dipidana karena alasan politik sebagaimana dimaksud dalam angka 4

huruf c adalah orang yang memperjuangkan keyakinan politik yang memiliki

tujuan kebaikan masyarakat banyak dan dilakukan tanpa kekerasan atau

menggunakar, senjata'

7 . Syarat Calon sebagaimana dimaksud dalam angka t huruf m, adalah sebagai

berikut:

a.penghitungan2(dua)kalimasajabatandihitungberdasarkanjumlah

pelantikandalamjabatanyangsam4yaitumasajabatanpertamaselama5

(lima)tahunpenuhdanmasajabatankeduapalingsingkatselama2%(dua

setengah) tahun, dan sebaliknYa;
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b. jabalan yang sama sebagaimana dfunaksud pada huruf a adalah iabatart

Gubemur dengan Gubemur, labatan Wakil Gubemur dengan Wakil Gubemur,

jabatan Bupati,nilalikota dengan Bupati/Walikot4 dan jabatan Wakil Bupati/

Walikota dengan Wakil Bupati,AValikota;

c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama' meliputi:

1) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;

2) telah} (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau

3) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di

daerah yang berbeda.

d. Penghitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 % (d',n setengah) tahun

masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a dihitung sejak

tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubemur dan Wakil

Gubemur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota

yang bersangkutan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7, berlaku untuk:

a. Jabatan Gubemur dan Wakil Gubemur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau

Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan,

dan yang diangkat oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten'

b. Jabatan Gubemur dan Wakil Gubemur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau

Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau

kabupaten.

Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada angka I huruf n, dengan ketentuan:

a. belum pernah menjabat sebagai Gubemur untuk Calon Bupati dan Calon

Wakil Bupati Wonogiri;

b. belum pemah menjabat sebagai Wakil Gubemur untuk Calon Bupati dan

Calon Wakil Bupati Wonogiri; dan

c. belum pemah menjabat sebagai Bupati atau Walkota untuk Caion Wakil

Bupati Wonogiri'

Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada angka t huruf o, dengan ketentuan:

a. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan

dirisebagaiBupatiatauWakilBupati,WalikotaatauWakilWalikotadi

kabupaten/kota lain;

b. Bupati atau wakii Bupati, walikota atau wakil walikota yang mencalonkan

diri sebagai Gubemur atau Wakil Cubemur di provinsi yang lain'

1 1 . Syarat Calon sebagaimana dimaksud dalam angka I huruf q, meliputi:

a. Tidak memiliki ikatan perkawinan dengan petahan4 yaitu suami atau ishi

dengan Petahana; atau

10.
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b. Tidak memiliki hubungan daratr/garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas,

yaitu bapaVibu atau bapak mernra/ibu mertua dengan petahana; atau

c. Tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke

bawah, yaitu anak atau menantu dengan petahana; atau

d. Tidak memiliki hubungan daraVgaris keturunan ke samping, yaitu kakaldadik

kandung, ipar, paman atau bibi dengan petahana.

12. Syarat Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 11 berlaku untuk calon Bupati

dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten/I(ota

yang sama, dan untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubemur di provinsi yang

sama.

13. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 12, tidak berlaku apabila telah

melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan dengan penghitungan berpedoman pada

ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf d

PERSYARATAI\ PENCALONAN

l. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

a. KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten sebelum

pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.

b. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh

persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Wonogiri yaitu sebanyak 9 kursi

ata:u 25Vo (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam

Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 yaitu

sebanyak 145.410 (seratus empat puluh lirna ribu empat ratus sepuluh).

c. Dalam hal Paxtai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan

Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua

puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud

pada huruf b, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang

memperoleh kwsi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri

Tahun 2014.

d. KPU Kabupaten menghitung syamt pencalonan sebagaimana dimaksud pada

huruf b" dengan rumus:

l) Syarat pencalonan : jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 x 201100; dan

2) Syarat pencalonan = jumlah suara sah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 x 251100;

3) Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan

angka 2) menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.

a^\

B.
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e.KeputusanKPUKabupatensebagaimanadimaksudpadahurufadidasarkan

pada:

1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor

254(ptslKPU-Wlg.0l23295l2l20l4tentangPenetapanPerolehanSuara

Sah Partai Politik Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri dan Perolehan

Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2014;

2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor

32lIQtsAGU-Wng.012329512l20l4tentangPenetapanPeroleharrKursi

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahur 2014'

f. Salinan Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a'

clisampaikan kepada pirnpinan DPRD Kabupaten Wonogiri, Pimpinan Partai

Politik tingkat Kabupaten Wonogid dan Panwas Kabupaten'

g.PartaiPolitikatauGabunganPartaiPolitikhanyadapatmendaftarkanl(satu)

Pasangan Calon.

h. Partai Politik dapat bersepakat dengan Pa*ai Politik lain untuk membentuk

gabungan dalam mendaftarkan Pasangan Calon'

i. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan

Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan'

j. Pasangan Calon yang telah didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan

partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf g, tidak dapat dicalonkan

lagi oleh Partai Politit atau Gabungan Partai Politik lainnya'

k.PartaiPolitikatauGabungarrPaltaiPolitikyangtelahmendaftarkart
Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten, tidak dapat menarik dukungannya

sejak pendaftaran.

l.DalamhalPartaiPolitikatauGabunganPartaiPolitikmenarikdukungan

dan/atau menarik Calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung

Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan Calon

dan/atau Pasangan Calon pengganti.

m. Caion dan/atau Pasangan Calon yang telah menandatangani kesepakatan

pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten' tidak dapat

mengundurkan diri sejak pendaftaran'

n.DalamhalCalondarr/atauPasanganCalonsebagaimanadimaksudpadahuruf

m mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

mencalonkan tidak dapat mengusulkan Calon dan/atau Pasangan Calon

pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur'

o. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf h' dinyatakan secara terhrlis

bermateraicukup,ditandatanganiolehmasing-masingPimpinanPartaiPolitik.

a,
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p. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf i, ditandatangani oleh

Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang

bergabung dan Pasangan Calon.

2. Perseorangan

a. KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan

dan persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dengan Keputusan

KPU Kabupaten.

b. Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan

atas data jumlah penduduk yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten

Wonogiri yang diminta secara tertulis oleh KPU Kabupaten.

c. Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi Calon perseorangan

untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf

a adalah 6,5% (enam setengah persen) dari jumlah penduduk Kabupaten

Wonogiri sebanyak 1.055.287 atau sebanyak 68'594 (enam puluh delapan ribu

lima ratus sembilan puluh empat) jiwa.

d. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf c harus tersebar di lebih

dar1 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Wonogiri atau

sebanyak 13 kecamatan.

e. Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d

menghasilkan angka pecahan dilalarkan pembulatan ke atas.

f. Dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d dan huruf e hanya

diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan.

g. Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada

huruf f adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih'

BAB III
PENYERAHAN DAI\ PENELITIAI\ DUKT'NGAN PASAI\IGAII

CALON PERSEORANGAI\

A. PEI{YERAHAI{ DUKUNGAN PASAI\GAN CALON PERSEORANGAI\

1. KPU Kabupaten mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan

Calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.

2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada

angka 1, dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elekuonik dan papan

pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.

3 . Pengumuman j adwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada

angka 2 dilakukan selama 14 (empat belas) hari.

A

jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri



jdih.kpu.go.id/jateng/wonogirijdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri

n

-14-

Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukwrgan sebagaimana dimaksud pada

angka 1, mencanturnkan:

a. Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri Nomor 24AfutslKPU-Kab-

012.329512/2015 tentang Penetapan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan

bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Wonogiri Tahun 2015, sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B

angka 2 huruf c, huruf d dan huruf e;

b. Tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan

kepada KPU Kabupaten; dan

c. Waktu penyerahan dokumen dukwrgan Pasangan Calon Perseorangan'

Pasangan Calon Perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk

memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B

angka 2 huruf c, huruf d dan huruf e.

Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilalcukan

sesuai dengan jadwal dalam Keputusan Komisi Kabupaten Wonogiri tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Wonogiri Tahun 2015.

Penyerahan dokumen dukungan sebagairnana dimaksud pada angka 6 diserahkan

paling lambat pukul 16.00 wIB.

Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 5 berupa suat pemyataan

dukungan, dengan dilampiri fotokopi identitas kependudukan dan rekapihrlasi

jumlah dukungan.

Surat pemyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dapat

menggunakan formulir Model B.1- KWK Perseorangan.

Dalam hal Pasangan Calon perseorangan telah menghimpun suat pemyataan

dukungan secaxa perseorangan atau kolektif, tapi tidak menggtmakan formulir

Model B.I-KWK Perseorangan, Pasangan Calon perseorangan wajib menlusun

daftar nama pendukung ke dalam formulir Model B.I-KWK Perseorangan,

dilampiri surat pernyataan dukungan yang telah dihimpun, berisi data :

a. nomor induk kependudukan;

b. alamat;

c. Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);

d. desa/kelurahan:

e. kecamatan;

f. kabupaten/kota;

g. tempat dan tanggal lahir/ umur;

h. jenis kelamin; dan

i. status perkawinan.

5.

7.

8.

o

10.
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1 l. Identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dapat berupa:

a. Kartu Tanda Penduduk;

b. karnr keluarga berlaku untuk 1 (satu) pendukung;

c. paspor; atau

d. Identitas Lain.

12. Surat Identitas Lain sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf d' dilarang

dikeluarkan secara koleltif'

13. Pasangan Calon peseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan

sebagaimanadimaksudpadaangka8denganmenggunakanformulirModelB.2-

KWK Perseorangan untuk setiap desa/kelurahan dan kecamatan'

14' Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan surat pemyataan dukungan dan

rekapitulasijumlahclukungansebagaimanadimaksudpadaangka8,dalambentuk

sofcoPY dan hardcoPY'

15. Softcopy sebagaimana dimaksud dalam angka 14 merupakanf/e asli'

16'Penyerahanlampirandokumendukunganberupafotokopiidentitaskependudukan

sebagaimana dimaksud pada angka 8 dalam bentuk hardcopy'

17. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dikelompokkan

berdasarkan wilayah desa/kelurahan'

18. Dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada

angka 14 dan angka 16, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap' dengan ketentuaa:

a. Pasangan Calon menyerahkan I (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap salinan

kePada KPU KabuPaten;

b. KPU Kabupaten menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan kepada PPS melalui

PPK;

c. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Pasangan Calon' setelah memperoleh

pengesahan KPU Kabupaten dengan membubuhkan paraf dan cap basah'

19. Dalam hal Pasangan Calon Perseorangan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada angka 14 sampai dengan angka 18' KPU Kabupaten

mengembalikan dokumen dukungan rurnk diperbaiki dalam masa penyerahan

dokumen dukungan.

B. PENELITIAN DUKTJNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Penelitian terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan terdiri dari:

a. Penelitian administrasi;

b. Penelitian faktual'

2.KPUKabupatenmelakukanpenelitianadministrasiterhadapdokumendukungan

Pasangan Calon dengan cara:
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a.melakukanpenelitianterhadapjumlahminimaldukungarrdanpersebaranyang

terdapat dalam s oftcopy formt:d]l. Model B' I-KWK Perseorangan;

b. melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan

persebaran yang terdapat dalarn softcopy dengan hardcopy dengan

menggunakan formulir Model B' I-KWK Perseorangan;

3. Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebaran telah sesuai ant'ala softcopy

dan hardcopy'KPU Kabupaten menyusun berita acara dan tanda terima'

4. Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebaran tidak sesuai aJ':wa softcopy

danhardcopy,KPUKabupatenmenyusunberitaacaradanmengembalikan

dokumendukungarrkepadaPasanganCalonuntukdiperbaikipadamasa

PenYerahan dokumen dukungan'

5.DalamhalPasanganCalontidakmemenuhijumlahminimaldukungandan

persebaran sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan' KPU

Kabupaten menerbitkan keputusan penetapan Pasangan Calon tidak memenuhi

-. syarat'

6. Pasangan Calon perseorangan menunjuk petugas untuk mendampingi proses

penelitian dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1'

T.KPUKabupatenmelakukanpenelitianterhadapdugaandukungangandaterhadap

Pasangan Calon Perseorangan'

8' Dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka7 te4adi apabila :

a.1(satu)orangmemberikandukungankepadalebihdaril(satu)Pasangan

Calon atau;

b. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada I

(satu) Pasangan Calon perseorangan'

7'g.Dalamhalditemukandukungangandasebagaimanadimaksudpadaangka8huruf

a- PPS menindaklanjuti dengan penelitian faktual'

l0.Dalamhalditemukarrdukungarrgandasebagaimanadimaksudpadaangka8huruf

b, dukungan hanya dihitung 1 (satu)'

ll.KPUKabupatenmenyusunberitaacarahasilpenelitiandugaarrdukungarrganda.

12.KPUKabupatenmenyampaikansalinanberitaacarahasilpenelitiansebagaimana

dimaksud Pada angka I 1 kePada :

a' Pasangan Calon perseorangan; dan

b. PPS melalui PPK'

13. KPU Kabupaten menyampaikan dokumen dukungan Pasangan Calon

perseorangan dan hasil penelitian dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui

PPK.
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Sejak KPU Kabupaten menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS

sebagaimana dimaksud pada angka 13, pendukung Pasangan Calon tidak dapat

menarik kembali dukrurgannYa.

PPS melakukan penelitian administrasi clan faktual paling lama 14 (empat belas)

hari setelah menerima dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan

sebagaimana dimaksud pada angka 13.

Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 15 mencakup :

a. penelitian keabsahan surat dukungan pada formulir Model B'I-KWK

Perseorangan;

b. penelitian kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada formulir

Model B.I-KWK Perseora:rgan dengan fotokopi identitas kependudukan

sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 I .

c. penelitian kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan.

d. penelitian kelengkapan lampiran dokumen dukungan.

e. penelitian kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administmsi PPS.

f. penelitian Identitas Lain untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung

dar/atau status perkawinan.

17. Dalam Hal formulir Model B.I-KWK Perseorangan tidak ditandatangani di atas

materai oleh Pasangan Calon perseorangan, sebagaimana dimaksud pada angka 16

hr.rruf 4 dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan

dukungan.

18. Dalam hal daftar nama dan aiamat pendukung pada formulir Model B.I-KWK

Perseorangan tidak sesuai dengan fotokopi identitas sebagaimana dimaksud pada

angka 16 huruf b dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi

syaxat,

19. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan sebagaimana

dimaksud pada angka 16 huruf c dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak

memenuhi syarat.

20. Dalam hal pada fomulir Model B.I-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan

fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf d

dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

21. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS,

sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf e, dukungan tersebut dicoret dan

dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oieh Pasangan Calon

perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut

sesuai dengan desa/kelurahan.
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Dalam hal slarat usia danlatau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada

angka 1 6 huruf f dinyatakan tidak sesuai dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan

tidak memenuhi syarat.

PPS menlusun berita acara hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud

pada angka 16 dengan menggunakan Formulir Model BA'3.l-KWK Perseoralgan

dan Lampirannya.

Berita Acara hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana dimaksud

pada angka 23 dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:

a. I (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;

b. I (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokurnen dukungan setiap

Pasangan Calon;

c. I (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui PPK;

d. 1 (satu) rangkap untuk PPL;

e. I (satu) rangkap untuk arsip PPS.

25. Berdasarkan hasil penelitian adminishasi sebagaimana dimaksud pada angka 16,

PPS melakukan penelitian faktual.

26. Penelitian faktual oleh PPS sebagaimana dimaksud pada angka 25, dilakukan

untuk membultikan kebenaran dukungan kepada Pasangan Calon perseofimgan.

27. Dalam pelaksanaan penelitian faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti

dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebuhrhan.

28. PPS melalarkan penelitian faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal

pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk

mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada

Pasangan Calon.

Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukunganny4 dukungan yang

bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.

Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung

mengisi formulir Model 8.3-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar

dukungan.

Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya" tetapi yang

bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir Model 8.3-KWK Perseorangan,

dukungannya tetap dinyatakan sah.

Dalam hal seorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Pasangan

Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.

Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat

tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom

keterangan.

29.

30.

31.

32.

JJ.
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34. Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta

pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.

35. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari I (satu)

Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya

terhadap 1 (satu) Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangar/cap

jempol terhadap Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung

dalam daftar nama pendukung dari Pasangan Calon yang tidak didukung.

36. PPS dan/atau petugas penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada angka 28

wajib meminta kepala desa/lurah setempat untuk menandatangani formulir Model

B.I-KWK Perseorangan dan membubuhkan cap/stempel desa./kelurahan di atas

tanda tangan.

37. PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib mendokumentasikan kegiatan

penelitian faktual.

Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud pada angka 33,

PPS melakukan penelitian faktual dengan cara berkoordinasi dengan Pasangan

Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon menghadirkan seluruh

pendukung di wilayah desa,&elurahan pada waktu dan tempat yang telah

ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

Dalam hal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon tidak dapat

menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 38, PPS

hanya melakukan penelitian faktual terhadap pendukung yang hadir.

Dalam hal pendukung tidak hadir, penduhurg diberi kesempatan untuk datang

langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas

akhir penelitian faktual.

Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waltu yang ditentukan

sebagaimana dimaksud pada angka 40, dukungan Pasangan Calon yang

bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung te$ebut

dicoret dari daftar dukungan.

PPS wajib menuangkan Hasil penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada

angka 28 sampai dengan angka 41 ke dalam formulir Model BA.3.2-KWK

Perseorangan dan Lampirannya yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.

Berita Acara hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana dimaksud pada angka

42 dibuat dalam 5 Qima) rangkap yaitu :

a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;

b. I (satu) rangkap unnrk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap

Pasangan Calon;

c. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui PPK;

d. I (satu) rangkap unruk PPL;

e. 1 (satu) rangkap unhrk arsip PPS.

39.

40.

41.

42.

43.
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PPK me.taksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil penelitian

adminishasi dan faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah

menerima berita acara dari PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 43 huruf b.

Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 44 dihadiri oleh :

a. Pasangan Calon atau tim pengfiubungl

b. Panwas Kecamatan; dan

c. PPS.

Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan

keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.

Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 46 dapat diterima" PPK

melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam formulir Model 8A.4.1-KWK

Perseorangan.

Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 46 tidak dapat dibuktikan

kebenararnya dan Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima,

Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi formulir Model 8A.4.1-KWK

Perseoralgan.

Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 44,

dituangkan dalam berita acara formulir Model BA.4-KWK Perseorangan dan

Lampirannya.

Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angla 49, dibuat dalam

rangkap 4 (empat), yaitu:

a. I (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;

b. 1 satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;

c. I (satu) rangkap unhrk Panwas Kecamatan;

d. 1 (satu) rangkap unhrk arsip PPK.

KPU Kabupaten melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan

berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya

paling lama 4 (empat) hari setelah menerima beita acua dari PPK sebagaimana

dimaksud dalam angka 50 huruf b.

Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada angka 51 dihadiri oleh :

a. Pasangan Calon atau tim penghubung;

b. Panwas Kabupaten; dan

c. PPK.

Pasangan Calon atau tim penghubung dan Panwas Kabupaten dapat mengajukan

keberatan dengan menunjukkan bulti pendukung.

Dalam hal Keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 53 dapat diterima KPU

Kabupaten melakukan pembetulan dan mencatat dalam formulir Model BA.5.1-

KWK Perseoranean.

53.

54.
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Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 53 tidak dapat dibuktikan

kebenarannya dan Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerim4

Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Formulir Model BA'5'l-KWK

Perseorangan.

Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 51

dituangkan dalam berita acara formulir Model BA'5 -KWK Perseorangan dan

Lampirannya.

57. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 56' dibuat dalam

rangkap 3 (tiga), Yaitu:

a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon'

b. 1 (satu) rangkap unhrk Panwas Kabupaten;

c. I (satu) rangkap unhrk arsip KPU Kabupaten'

Pasangan Calon perseorangan atau salah satu Calon perseorangan yang

mengundurkan diri pada masa penelitian administrasi dan faktual dukungan

sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak iagi memenuhi

syarat dan tidak dapat diganti dengan Calon lain'

Pasangan Calon atau salah satu Calon perseorangan yang mengundurkan diri

sebagaimanadimaksudpadaangka58,tidakdapatdiusulkansebagaiPasangan

Calon atau Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik'

60. Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau meninggal dunia pada masa

penelitian faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungaru dapat

digantidenganCalonbarupalinglama5(lima)harisejakCa]ontersebut

berhalangan tetap atau meninggal dunia.

6l.KPUKabupatenmengumumkanCalonpenggantisebagaimanadimaksudpada

angka 60 kePada masYarakat.

62. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 61 dilakukan paling lama 2

(dua) hari sejak masa penggantian Caion berakhir'

63. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai

dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan'

64. KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan

Calon paling lama 3 (tiga) haxi sejak dokumen Calon pengganti diterima'

65. Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses penelitian

adminishasisebagaimanadimaksudpadaangka15danpenelitianfaktual

sebagaimana dimaksud pada angka 25, dukungan tidak dapat diajukan sebagai

Calondarr/atauPasanganCalonolehPartaiPolitikatauGabunganPartaiPolitik.

58.

59.
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BAB IV

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

PtrNGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1. KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir

tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa

pendaftaran Pasangan Calon.

2. Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyampaikan salinan keputusan

terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU

sesuai dengan permintaan KPU.

3. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi

dan/atau kabupaten kepada Pimpinan Patai Politik tingkat pusat sebelum masa

pendaftaran Pasangan Calon.

4. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan

kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada KPU

sesuai dengan permintaan KPU.

5. KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada

angka 2 dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana

dimaksud pada angka 4 kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten sebelum

masa pendaftaran Pasangan Calon.

6. Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten tidak

dilakukan oleh pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Provinsi meminta

kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten kepada Pimpinan Partai Politik

tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

7 . Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimana

dimaksud pada angka 4 dan angka 6, Partai Politik tidak dapat mendaftarkan

Pasangan Calon.

8. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan

tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 2, angla 4, atau angka 6

menjadi pedoman bagi I(PU Provinsi atau KPU Kabupaten dalam penerimaan

pendaftaran Pasangan Calon.

9. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politlk

tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka 1 masih dalam proses

penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten

menerima pendaftaran Pasangan Caion berdasarkan keputusan terakhir dari

Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.

A.
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Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 9

terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan

Menteri, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten tidak dapat menerima pendaftaran

Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteli tentang

penetapan kepengurusan Partai Politik.

Apabila daiam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada angka

10 belum terdapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan

kepengurusan Partai Politik yang bersengketa melakukan kesepakatan perdamaian

untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sesuai pemtwan

perundang-undangan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten menerima pendaftaran

Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan

kepengurusan Partai Politik hasil kesepakatan perdamaian'

12. KPU Kabupaten mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon melalui media

massa darvatau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten sesuai

denganjadwalsebagaimanaditetapkandaiamKeputusanKomisiPemilihan

Umum Kabupaten Wonogiri tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 20 1 5 '

13. Dalam Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada

angka 12 dicantumkan :

a. Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Bab II Huruf B

angka I huruf a dan Bab II Huruf B angka 2 huruf a;

b. Waktu penyerahan dokumen dukungan;

c. TemPat PenYerahan.

14.MasapendaftalanPasanganCalonpalinglama3(tiga)hariterhitungsgtelahhari

terakhir pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 12'

15. Pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 14 dilakukan

paling lambat Pukul 16.00 WIB.

16.PartaiPolitikatauGabunganPartaiPolitikmendaftarkanPasanganCalonkepada

KPU Kabupaten selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 14'

lT.DalammendaftarkanPasanganCalonsebagaimanadimaksudpaclaangka16'

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan :

a. ketentuan BAB II huruf B angka t huruf b dan huruf c;

b. menyertakan Keputusan Pimpinan Pariai Politik tingkat Pusat tentang

persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat Calon; dan

c. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang

Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Parlai

Politik tingkat KabuPaten.

11.
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Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten selama

masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 14'

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan calon sebagaimana

dimaksud pada angka 16 dan angka 18 wajib hadir pada saat pendaftaran'

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Calon

atau Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan tidak dapat hadir pada

saatpendaftaransebagaimanadimaksudpadaangka19,PartaiPolitikatau

Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon, Pasangan Calon perseorangan tidak

dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh

halanganyangtidakdapatdihindariyarrgdibuktikandengansuratketerangandari

instansi yang berwenang'

21. Dalam menerima pendaftaran Pasangan Calon, K.PU Kabupaten bertugas:

menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon yang

diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;

meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 17 huruf

ai

c. Meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud

dalam angka 17 hurufb dan huruf c yaitu :

1) Keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang

menandatangani surat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik

sesuai tingkatannya dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang

disampaikan oleh KPU sebagaimana dimaksud pada angka 5'

2) Keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi/kabupaten yang

menandatangani dokumen persyaratan dengan berpedoman pada

kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten yang disampaikan oleh

KPU atau KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka

6.

d. berdasarkan hasil penelitian sebagairnana dimaksud pada huruf b dan huruf c'

KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyamtan pencalonan dan

persyaratan Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gagungan Partai

Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT'I-KWK

Yang berisi :

1) nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan

Pasangan Calon;

2) nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat

darr/ataukeputusanPimpirranPartaiPolitiktingkatprovirrsisebagaimana

dimaksud Pada huruf c;
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nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat

tentang persetujuan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai

Politik tingkat Provinsi atau Pengwus Partai Politik thgkat kabupaten'

yang clitandatangani oleh Ketua Umum dan Seketaris Jenderal atau nama

lain Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat;

hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaxatan pencalonan

dan persyaratan Calon;

5) alamat dan nomor telepon Pasangan Calon, alamat dan nomor telepon

katrtorPimpinanPafiaiPolitikataumasing-masingkantorPimpinan

Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Pasangan Calon;

6) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan

persyaratan Calon;

meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta

persyaratan Pasangan Calon perseorangan;

berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e' KPU

Kabupaten mencatat penerimaan dokumen pe$yaratan pencalonan dan

persyaratan Calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran

formulir Model TT.I-KWK yang berisi:

1) nama lengkap Pasangan Calon;

2) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan

dan persyaratan Calon;

3) alamat dan nomor telepon Pasangan Calon;

a) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen penyaratan pencalonan dan

persyaratarl Caloni

5) dokumen penyaratan dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon;

menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten dan kecamatan;

menerima rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik atas nama Calon dan spesimen tanda tangan dilakukan

bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Polit'rk dan Calon;

menerima rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Pasangan Calon

pelseorangan;

j. Memberikan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon atau

formulir sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Pasangan Calon

Perseorangan;

k. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani di

rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten kepada Pasangan Calon'

4)

o

h.
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KPU Kabupaten dilarang menerima perubahan dokumen pe$yaratan pencalonan

dan/atau syarat Calon setelah pendaftaran Pasangan Calon' kecuali terhadap

perubahan dokumen kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten;

Dalam hal terdapat Partai Politik memiliki lebih dari 1 (satu) kepengurusan, KPU

Kabupaten hanya menerima I (satu) Pasangan Calon yang didaftarkan oleh

Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dinyatakan sah

sebagaimana dimaksud pada angka 8'

24.Da|arrthalPimpinanPartaiPolitikatauGabunganPartaiPolitiktingkatProvinsi

atau tingkat kabupaten yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud pada angka 8

memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon' KPU

Kabupaten menerima pendaftaran Pasangan Calon yang mendapat persetujuan dari

Pimpinan Partai Politik tingkat pusat.

25. Dalam hal terdapat perubahan keputusan tentang kepengurusan Partai Politik

tingkat pusat, dan/atau tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten setelah

pendaftaran, Pa*ai Politik wajib menyerahkan keputusan Pimpinan Partai Politik

tentang kepengurusan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan'

26. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen perubahan

kepengurusan sebagaimana dimaksud pada angka 25'

perubahan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 25

tidak boleh mengganti atau mengubah Pasangan Calon yang telah didaftarkan'

partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan calon,

yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana

dimaksud pada angka 17, KPU Kabupaten menyatakan tidak menerima

pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan

dokumen pendaftaran Pasangan calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik yang bersangkutan.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pendaftarannya tidak diterima

sebagaimana dimaksud pada angka 28 dapat mendaftarkan Pasangan calon

dengan memenuhi persyaratan pendaftaran calon sebagaimana dimaksud pada

angka 17.

Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik

tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang

persetujuan Pasangan Calon, KPU Kabupaten menyatakan Partai Politik tersebut

tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan calon

dan mencatatnya daiam berita acara.

3 L KPU Kabupaten mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik sebagaimana dimaksud

pada angka 30 dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas

pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Panwas Kabupaten.

27.

29.

30.
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32. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik datam Gaburgan Partai Politik

tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang

persetujuan Pasangan Calon, yang menyebabkan 1 (satu) atau lebih Partai Politik

tersebut dinyatakan tidak lagi menjadi bagian Gabungan Partai Politik pengusul,

tetapi Partai Politik lain dalam Gabrurgan Partai Politik tersebut masih memenuhi

syarat pendaftaran Calon sebagaimana dimaksud pada angka 17 KPU Kabupaten

menerima pendaftaran Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik tersebut dan

menuangkan dalam Berita Acara.

DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud

dalam huruf A angka 21 huruf 4 wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten

terdiri atas:

a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para

Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya

menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;

b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan

menggunakan Formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;

c. surat pemyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal CalorL sebagai

bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II
huruf A angka t huruf a huruf b, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q,

huruf r, huruf s, huruf t dan huruf u menggunakan formulir Model BB.l KWK;

d. surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi :

1) tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri bagi Bakal

Calon yang berstatus Gubemur, Wakil Gubemur, Bupati, Wakil Bupati,

Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain; dan

2) sumt keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses bagi Bakal

Calon yang berstatus Gubemur, Wakil Gubemur, Bupati, Wakil Bupati,

Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain.

e. surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi :

l) surat pemberitahuan pencalonan bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah,

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

2) tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pencalonan dari

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

f. surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi :

1) Fotokopi surat pengunduran diri; dan
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2) surat keterangan bahwa pengrurduran diri telah diterima dan

pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat

yang berwenang;

bagi bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional lndonesia,

Kepolisian Negara Republik Indonesi4 dan Pegawai Negeri Sipil.

g. swat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi :

l) fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan; dan

2) surat keterangan bahwa pemyataan berhenti dari jabatan telah diterima

dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh

pejabat yang berwenang;

bagi Bakai Calon yang berstatus sebagai pejabat pada Badan Usaha Milik

Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

h. surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi keputusan

pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai

Anggota KPU, KPU Provinsi/ICP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/I(ot4 Bawaslu,

Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten /Kota;

i. surat keterangan tidak pemah dijanrhi pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah rnempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahrur atau lebih

dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal

Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka t huruf f;

j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri

yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti

pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A

angka I huruf g;

k. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon

pemah/tidak pemah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam

BAB II huruf A angka I huruf h yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor yang

wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang

bersangkutan;

L surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara

dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara

negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud

dalam BAB II huruf A angka t huruf i;

m. suat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutarrg secara perseorangan

dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang

merugikan keuangan negara dari pengadiian negeri yang wilayah hukumnya
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meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan pemyaratan

Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka t hurufj;

n. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga yang

wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti

pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A

angka I huruf k;

o. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Q"IPW?) atas nama Bakal Calon'

tandaterimapenyampaianSrrratPemberitahuanTahunanPajakPenghasilan

Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (ima) tahun

terakhh atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak' dan tanda bukti tidak

mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal

Calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon

sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka t huruf l;

p.daftarriwayathidupyangdibuatdanditandatanganiolehBakalCalondart

Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Bakal

CalonyangdiusulkanolehPartaiPolitikatauGabunganPartaiPolitik'dan

ditandatangani oleh Bakal Calon bagi Bakal Calon Perseorangan menggunakan

formulir Model BB.2-KWK;

q. fotokopi Karh: Tanda Penduduk;

r.fotokopiljazah/SuratTandaTamatBelajar(STTB),yangtelahdilegalisasioleh

instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuharl pe$yaratan Calon

sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka I huruf c;

s. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana

Pembangruran Jangka Panjang @PJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan

Calon;

t. daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten dan Kecamatan;

u. rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud <lalam Huruf A angka

2lhurufhbagiPasanganCalonyangdiusulkanolehPartaiPolitikatau

Gabungan Partai Politik;

v. rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka

21 huruf i bagi Pasangan Calon perseorangan;

w. pasfoto terbaru masing-masing Calon ukuran 4cm x 6 cm berwama sebanyak 4

(empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar' serta foto Bakal

Pasangan calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua)

lemb ar b eserta s oft c o PY'

x. Bagi Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 4 huruf a

wajib menYerahkan :
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l) surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan

dimulainya jadwal waktu pendaftaran Pasangan Calon dalam waktu

paling singkat 5 (lima) tahrm dari kepala lembaga pemasyarakatan;

2) surat pemyataan sebagai mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur

dikemukakan kepada publik dan bukti dimuat pada surat kabar

lokaVnasional; dan

3) surat keterangan yang menyatakan bahwa Caion yang bersangkutan

bukan pelaku kejahatan yang berulang sebagaimana dimaksud dalam

BAB II Huruf A angka 5 hwuf b dari Kepolisian Resor.

y. Bagi Calon yang pemah dipidana penjara karena kealpaan ingan (culpa levis)

dan/atau alasan politik sebagaimana dimaksud daiam BAB II Huruf A eolgya 4

huruf b dan huruf c wajib menyerahkan suat keterangan dipidana karena

kealpaan ingan (culpa levis) dn/atau alasan politik berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan

negeri yang menjatuhlan putusan.

Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada

angka t huruf a dibubuhi tanda tangan asli,/basah oleh Pimpinan atau para

Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah partai politik

sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai politik yang sah.

Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada

angka I huruf b, dibubuhi tanda tangan asii/basah oleh Bakal pasansan calon
perseorangan.

Lampiran surat pencalonan unhrk pasangan calon dari partai politik atau

Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka I huruf a meliputi:

a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan pasangan

Calon menggunakan Formulir Model B.I-KWK parpol;

b. surat pemyataan kesepakatan antar partai politik yang bergabung untuk

mengusulkan Pasangan Calon menggunakan Formulir Model 8.2-KWK parpol;

c. suat pemyataan kesepakatan antara Partai politik atau Gabungan parbai politik

dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses pemilihan menggunakan

Formulir Model B.3-KWK Parpol;

d. surat pemyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program

Pasangan Calon sesuai dengan Rencana pembangunan Jangka panjang (RpJp)

Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan partai politik atau Gabungan partai

Politik menggunakan Formulir Model B.4-KWK parpol;

e' fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh partai politik atau

Gabungan Partai Politik atas rurma calon dan spesimen tanda tangan dilakukan

bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai politik dan Calon: dan
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f. dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada

angka 1.

5. Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan sebagaimana dimaksud

dalam angka t htruf b, meliPuti:

a. berita acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon

perseorangan sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf B angka 57 huruf a;

b. dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan dan lampirannya

sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf A angka 8, menggunakan

Formulir Model B. l -KWK Perseorangan;

c. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program

Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang EPJP)

Daerah, ditandatangani oleh Pasangan Calon menggunakan Formulir Model

8.4-KWK Perseorangan;

d. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh

Pasangan Calon;

e. fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Calon

Perseorangan; dan

f. dokumen administrasi persyaratan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud

padaangka 1.

6. Pada saat pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB IV

huruf A angka 16 sampai dengan angka 2l,Prtai Politik atau Gabungan Partai

Politik atau Pasangan Calon Perseorangan:

a. mendaftarkan Tim Kampanye;

b. menyerahkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada I (satu) bank.

7. Tata Cara pendaftaran Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 hwuf

a, berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tentang

Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.

8. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud

dalam angka 1, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama

Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama

Pasangan Calon perseorangan.

9. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon sebagaimana

dimaksud pada angka 8, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:

a. 1 (satu) rangkap asli; dan

b. I (satu) rangkap salinan.

A
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BAB V
PEIYELITIAN DOKUMXN PERSYARATAN }ENCALONAI\

A. PENELITIAN PERSYARATAI\ PENCALONAN DAI\ PERSYARATAI{

CALON

1. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Ikatan Dokter lndonesia (IDI) tingkat

Kabupaten untuk :

a. Menetapkan standar kemampual sehat rohani dan jasmani dengan Keputusan

KPU Kabupaten;

b. Menetapkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk unhrk melaksanakan

pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani dengan keputusan KPU Kabupaten;

2. KPU Kabupaten menyampaikan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani

sebagaimana dimaksud pada angka t huruf a kepada rumah sakit pemerintah

sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon;

3. KPU Kabupaten menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk

sebagaimana dimaksud pada angka I huruf b kepada Pimpinan Partai Politik atau

Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk

melakukan Pemeriksaaan kesehatan rohani dan jasmani.

4. Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon

sebagaimana dimaksud pada angka 3 menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan

jasmani dan rohani kepada KPU Kabupaten sebagai bukti kebenaran kelengkapan

persyaratan Pasangan Calon.

5. Hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 bersifat final

dan fidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding.

6. KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap

kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaxatan pencalonan dan persyaratan

Calon paling lama 7 (tujuh) hari.

7 . Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 6 dituangkan dalam formulir

Model BA.HP-KWK dan lampirannya.

8. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud

pada angka 6 meliputi penelitian terhadap :

a. cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang

bergabung sesuai tingkatarurya;

b. tanda tangan Pasangan Calon;

c. materai; dan

d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
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g. Dalam hal Pasangan calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah

lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:

a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh

pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;

b. legalisasi yang dilalcukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta

yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat Pasangan Calon

berkuliah telah berganti nama;

c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi

Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan

tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat Pasangan

Calon berkuliah tidak beroperasi lagi.

10. Dalam hal sekolah telah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah

laiq fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (SfiB) bakal Calon yang

bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang

menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota

tempat sekolah dimaksud pemah berdiri.

11. Dalam hal ijazahlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB) bakal Calon yang

bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, Calon wajib menyertakan sumt

keterangan pengganti ijazahlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah

bersangkutan.

12. Dalam hal ijazahlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB) bakal Calon yang

bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon

bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan

pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Instarsi atau satuan ke{a yang

menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota

tempat sekolah dimaksud pemah berdiri.

Pengesahan fotokopi ijazahl Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh

dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/aIat

instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

Pengesahan fotokopi ijazahlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh

dari sekoiah asing di Indonesia dan sekolah intemasional dilalcukan oleh kepala

sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan

pendidikan.

Pengesahan fotokopi ijazahlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh

dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi

yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

lJ.

14.

15.
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Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap

keabsahan dokumen persyaxatan pencalonan danlatat persyaratan Calon' KPU

Kabupaten dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang'

KPU Kabupaten dan instansi terkait menuangkan hasil klarifrkasi sebagaimana

dimaksud pada angka 16 dalam berita acara.

KpU Kabupaten menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

angka 6 dan angka 7 kepada Pasangan calon dan Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian.

1g. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 18'

dokumen persyaratan pencalonan dan/atau pe$yaratan Calon dinyatakan belum

lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dar/atau tidak memenuhi syarat, Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan calon perseorangan diberi

kesempatan untuk melengkapi dar/atau memperbaiki persyalatan paling lama 3

(tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian oleh KPU Kabupaten'

20. Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 19

dikecualikan bagi Calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi

syarat kesehatarl jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba.

21. Dalam hal calon atau Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat

kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba calon atau Pasangan calon

yang bersangkutan dapat diganti dengan Calon atau Pasangan Calon baru.

22. Penggantian Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 21 dilakukan

pada masa perbaikan.

PERBAIKAI\ PERSYARATAI{ PENCALONAN DAI{ PERSYARATAN

CALON

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan perbaikan persyaratan

pencalonan dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan

selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian ditedma.

2. Pasangan Calon Perseorangan melakukan perbaikan persyaratan jumlah minimal

dukungan dan/atau persebaran dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada

masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian

diterima.

3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon Perseorangan

melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU

Kabupaten pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil

penelitian diterima.

T'7,

18.
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perbaikan dokumen pe$yaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon

sebagaimana dimaksud pada angka 1' angka 2 dan angka 3' dilakukan hanya

terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dar/atau belum memenuhi

syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada penelitian administrasi sebagaimana

dimaksud dalam huruf A angka 6 dan angka 7'

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya

kepada Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan syarat

Calon.

PERBAIKAI{SYARATDUKIJI{GAI\PASANGAIIcALoNPERSEORANGAN

1. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang belum memenuhi syarat dukungan

dan/atau tidak memenuhi syarat sebafim dukungan sebagaimana dimaksud dalam

BAB II huruf B angka 2 huruf c, huruf d dan huruf e, diberi kesempatan wrtuk

melengkapi kekurangan syamt dukungan selama 5 (lima) hari setelah

pemberitahuan hasil penelitian diterim4 dengan ketentuan :

a. jumlah dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah

kekurangan dukunganl

b. dukrurgan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berupa

dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada

Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara

lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah

administrasi PPS dan/atau daftar nama pendukung yang'tidak dilengkapi Kartu

Tanda Pendudukl

c. Pasangan calon dapat menentukan desa/kelurahan dan kecamatan yang menjadi

basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a'

2. Kekurangan jumlah dukungan Pasangan calon Perseorangan sebagaimana

dimaksud pada angka 1, wajib dilengkapi pada masa perbaikan'

3. Bakal Pasangan calon Perseorangan menyeratrkan perbaikan dukungan dalam

benfiik softcopy dan hardcopy sebanyak 3 (rangkap) kepada KPU Kabupaten'

4. KPU Kabupaten menyampaikan berkas perbaikan dukungan sebagaimana

dimaksud pada angka 3, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, yaitu:

a. I (satu) rangkap fotokopi diseratrkan kepada PPS melalui PPK;

b. l (satu) rangkap fotokopi kepada Bakal Pasangan Calon, setelah mendapat

pengesahan KPU Kabupaten dengan membubutrkan paraf dan cap basah'

untuk arsip;

c. 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten, untuk arsip'

C.
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Dalam menerima perbaikan dokumen penyaratan Pasangan Calon' KPU

KabupatenmelakukarrprosedursebagaimanadimaksuddalamBABrVhurufA

angka2l huruf a huruf g, huruf h dan huruf i.

Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB Muruf A

an$a 21 huruf h, KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan

pencalonan dan petsyaratan Calon perseorangan menggunakan Tanda Terima

Dokumen Perbaikan (formulir Model TT.2-KWK).

Penyerahan Perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

sebagaimana dimaksud pada angka 3, meliputi dokumen:

a. surat pemyataan dukungan yang berisi data sebagaimana dimaksud dalam BAB

III huruf A angka 10, yang tanda tangan atau cap jempol pendukung

menggunakan formulir Model B. I-KWK Perseorangan Perbaikan;

b. rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan

persebaran yang disusun menggunakan formulir Model B.2-KWK

Perseorangan Perbaikan yang berisi data sebagaimana dimaksud dalam BAB III

huruf A angka 1 3 huruf a dan huruf b.

Perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan yang disampaikan setelah batas

akhir masa perbaikan persyaxatan Pasangan Calon, tidak dapat diterima oleh KPU

Kabupaten dan dituangkar dalam Berita Acara.

KPU Kabupaten menerbitkan Keputusan berdasarkan Berita Acara sebagaimana

dimaksud pada angka 8.

PENELITIAN IIASIL PERBAIKAN

1. Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan persyaratan Calon

a. KPU Kabupaten melakukan penelitiaa terhadap perbaikan persyaxatan

pencalonan dan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf B

angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 paling lama 7 (tujuh) hari setelah

menerima perbaikan.

b. Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilakukan terhadap

berkas persyaratan Calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi

syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Panwas Kabupaten atau laporan

tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang

jelas, bukti-bukti yang mendasarVmemperkuat laporannya, dan uraian

mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.

c. Dalam hal rekomendasi Panwas Kabupaten atau laporan tertulis masyarakat

sebagaimana dimaksud pada huruf b berkaitan dengan syarat Calon dar/atau

syarat pencalonan, KPU Kabupaten menindaklanjuti klarifikasi kepada

7.

9.

D.
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instansi yarg berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon'

Hasil penelitian perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan

dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirarurya'

KPU Kabupaten mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil

penelitian kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan

Pasangan Calon Perseorangan.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak memperbaiki

dokumen persyaratan pencalonan sampai dengan akhir masa pebaikan,

Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat'

Dalam hal hasil penelitian Pasangan Calon dinyatakan beium lengkap

dan/atztt tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a' dan

Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen admnistrasi persyaratan Pasangan

Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Pasangan Calon dinyatakan tidak

memenuhi syarat.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Bakal Calon

dan/atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan

Pasangan Calon pengganti, Partai Politik atau Gabtmgan Partai Politik yang

bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan

kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten melakukan klarifrkasi kepada

kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang

mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan

Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik'

KPUKabupatenmenelitikeabsahandokumenkepengurusanberdasarkan

hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf i'

I.

j.

Penelitian Hasil Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

a. KpU Kabupaten melakukan penelitian administrasi perbaikan dukungan dan

persebarannya dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB

III huruf B angka 2 sampai dengan angka 12.

b.DatamhalperbaikandukungarrbakalPasarrgarrCalonperseorangan

sebagaimana dimaksucl pada huruf 4 tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali

jumlahkekurangandukungarrdarr/atautidakmemenuhisebarandukungarL

Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyalakan tidak memenuhi syarat

dukungan.
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c. Dalam hal perbaikan dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan mencapai

paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan danlatau memenuhi

persebarannya, KPU Kabupaten melakukan peneiitian administrasi terhadap

perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka l.

d. KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap dugaan dukungan ganda

Pasangan Calon perseorangan dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam

BAB III huruf B angka 7 sampai dengan angka 14.

e. PPS melakukan penelitian administrasi dengan menempuh prosedur

sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf B angka 15 sampai dengan angka

22.

f. Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf e,

PPS melakukan penelitian faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal

Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Pasangan Calon.

g. Penelitian faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud huruf f dilaksanakan

dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf B

angka 28 sampai dengan angka 4l.

h. Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual oleh PPS, PPK

melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud

dalam BAB III huruf B angka 44 sampai dengan angka 50.

i. Berdasarkan hasil rekapitulasi oieh PPK, KPU Kabupaten melaksanakan

rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III
huruf B angka 5 I sampai dengan angka 57.

j. Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf h dan huruf i,

KPU Kabupaten melakukan penelitian pemenuhan syarat dukungan minimal

dan persebaran.

k. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf j,
dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan telah memenuhi syarat minimal

dukungan dan persebaran dukungan (minimal 13 kecamatan), KPU Kabupaten

menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

memenuhi syarat.

l. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada hurufj,

dukrngan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak memenuhi syarat minimal

dukungan dan persebaran dukungan (minimal 13 kecamatan), KPU Kabupaten

menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak

memenuhi syarat.

I

jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri



jdih.kpu.go.id/jateng/wonogirijdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri

1.

-39-

BABVI

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

KPU Kabupaten menuangkan hasil penelitian persyaratan pencalonan, penyaratan

Pasangan Calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan dalam Berita Acara

Penetapan Pasangan Calon.

Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU

Kabupaten menetapkan paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon dengan Keputusan

KPU Kabupaten.

KPU Kabupaten mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana

dimaksud pada angka 2 di kantor KPU Kabupaten.

Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesi4

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib

menyampaikan keputusar pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari

Anggota Tentara Nasional Indonesi4 Kepolisian Negara Republik Indonesi4 daa

Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat I (satu) hari sebelum

KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon.

Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat pada Badan Usaha Milik Negara atau

Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang

berwenang tentang pemberhentian dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara

atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten paling lambat I (satu)

hari sebelum KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon.

Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4

dan angka 5 dinyatakan tidak memenuhi syarat.

KPU Kabupaten melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah

ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dalam rapat pleno.

Rapat pleno KPU Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada angka 7 dihadiri oleh :

a. Pasangan Calon;

b. Wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan

Calon;

c. Pasangan Calon perseorangan;

d. Tim Kampanye;

e. Panwas Kabupaten;

f media massa: dan

g. tokoh masyarakat.

Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut

sebagaimana dimaksud pada angka 8.

3.

A

5.

7.

9.
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10. Bagi Calon arau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan

menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungiawabka& pengambilan

nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan penandatanganan pada

rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oteh petugas perwakilan dari Tim

Kampanye.

11. Petugas sebagaimana dimaksud pada angka 10 wajib mendapat dan membawa

surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.

12. KPU Kabupaten mengumumkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana

dimaksud pada angka 7.

13. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suar4 harus

sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda

Penduduk Pasangan Calon yang bersangkutan.

14. KPU Kabupaten menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar

Pasangan Calon.

15. Penyusunan daftar Pasangan Calon sebagairnana dimaksud pada angka 14

dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.

16. Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 15 ditetapkan

dengan Keputusan KPU Kabupaten.

17. KPU Kabupaten mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah

ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan

nomor urut Pasangan Calon.

i8. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka

17 bersifat final dan mengikat.

19. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta pemilihan yang ditetapkan

dan telah diumumkan, digunakan unhrk:

a- menyusun daftar dan nomor urut nama Pasangan Calon;

b. mencetak surat suara;

c. keperluan kampanye; dan

d. dipasang di tiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.

20. Pasangan calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara

hasil penelitian dan /atau klarifikasi Komisi pemberantasan Korupsi kepada

masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan Suar4 dengan

difasilitasi oleh KPU Kabupaten.

21. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan Laporan Harta

Kekayaan Pribadi,iPejabat Negara sebagaimana dimaksud pada angka 20,

Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KpU Kabupaten untuk

mengumumkan.

22. Part:i Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan pasangan

Calon dan/atau salah seorang Calon dari Pasangan Calon setelah pengumuman

Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 17 dan angka I 8.
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23. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon sebagaimana

dimaksud pada angka 22 dilanng mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan

sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten.

24. Partd Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau

Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.

25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau

Pasangan Calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 24

dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan

Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan

diumumkan kepada masyarakat.

26. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada angkz 25,

tidak mengubah nomor urut Pasangan yang lain yang telah ditetapkan.

27. Pasangan Calon Perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan

sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten.

28. Pasangan Calon Perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud

pada angka 27 , dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.

29. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon perseorangan

sebagaimana dimaksud pada angka 28 dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang tentang Pemilihan

BABVII

PENGGANTIAI\ CALON

1. Penggantian Calon atau Pasangan Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik dalam hal Calon yang diusulkan berhalangan tetap.

2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi keadaan :

a- meninggal dunia; atau

b. tidak mampu melaksanakan tugas secara pemanen.

3. Berhalangan tetap karena meninggal sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf

a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau carnat setempat;

4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan fugas secara pennanen

sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, dibuktikan dengan surat

ketenngan dokter dari rumah sakit pemerintah.

5. Penggantian Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap sebagaimana

dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut :

a. Sampai dengan tahap penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon;

b. Sebelum penetapaa Pasangan Calon;

c. Sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya kampanye.
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6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan Calon pengganti

paling lama 3 (tiga) hari sejak Calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan

tetap.

7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada

Calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 6.

8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada

Calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik tetap dinyatakan sah.

9. KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran

dokumen persyaratan Calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana

dimaksud dalam angka 5 huruf a, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7

(tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan Calon atau pasangan Calon

pengganti.

10. KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran

dokumen persyaratan Calon atau Pasangar Calon pengganti sebagaimana

dimaksud dalam angka 5 huruf b dan huruf c dan menetapkan pasangan Calon

paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan Calon atau

Pasangan Calon Pengganti.

ll. KPU Kabupaten menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

angka 10, kepada Pimpinan Partai politik atau Gabrurgan partai politik dan calon
atau Pasangan calon pengganti paling lama 8 (delapan) hari sejak diterimanya

surat pengusulan Calon atau Pasangan Calon pengganti.

12. Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka ll calon atau

Pasangan calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, parrai politik atau

Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau pasangan calon
pengganti.

13. Partai Politik atau Gabungan partai politik yang calon atau pasangan calon
pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka

12 tidak dapat mengalibkan dukungannya kepada pasangan Calon lain.

14. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau pasangan calon
pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka

12 dan mengakibatkan jumlah pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, I(pU
Kabupaten membuka kembali pendaftaran pasangan Calon.

15. Masa Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 14 dibuka paling lama 3
(tiga) hari.

16. Dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara

terdapat Pasangan calon yang berhalangan tetap, tetapi masih terdapat 2 (dua)

Pasangan Calon atau lebih, KPU Kabupaten melanjutkan Tahapan pemilihan;
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17. Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada

angka 16 dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan Calon aku Pasangan Calon

Pengganti.

18. Calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada

angka 17 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.

19. Dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara

terdapat Calon atau Pasangan Calon pengganti yang berhalangan tetap yang

mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU

Kabupaten menunda tahapan pelaksanaan Pemilihan.

20. Penundaaan tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 19

dilakukan paling lama 10 (sepuiuh) hari.

2I. Pada masa penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 20, Pmtat Politik atau

Gabungan Partai Politik yang Calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap,

dapat mengajukan Calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga)

hari sejak Calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap.

22. Paftai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 21

dilarang menarik dukungarurya kepada Calon atau pasangan Calon pengganti yang

diaj ukan.

23. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan partai politik tetap menarik dukungan

kepada calon atau Pasangan calon pengganti, dukungan partai politik atau

Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.

24. KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran

dokumen persyaratan Calon atau pasangan Calon pengganti sebagaimana

dimaksud pada angka 21 paling rama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat

pengusulan Calon atau Pasangan Caion pengganti.

25. KPU Kabupaten menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

angka 24 secara teffulis kepada pimpinan partai politik atau Gabungan partai

Politik paling lambat 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau

Pasangan Calon Pengganti.

26. Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 24, calon atau

Pasangan calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, pimpinan partai

Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau pasangan

Calon pengganti.

27. Dalan hal terjadi keadaaan sebagaimana dimaksud pada angka 26 yang

mengakibatkan Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasanga& KpU Kabupaten

membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.

28. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 27 dibuka paling lama 3
(tiga) hari.
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BAB YIII
LARANGAI\ DAN SANKSI

Partai Politik atau Gabungan Partai Poiitik dilarang menerima imbalan dalam

bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.

Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses Pencalonan Bupati

dan Wakil Bupati.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana

dimaksud pada angka 2 harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalal

sebagaimana dimaksud pada angka 1, Partai Politik atau Gabungan Partai politik

yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya

di daerah yang sama.

Dalam hai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses

pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, atau pasangan Calon

terpilih, atau sebagai Bupati dan Wakil Bupati dibatalkan.

setiap Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan

sebagaimana dimaksud pada angka l, dikenakaa sar*si sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang tentang Pemilihan.

Pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserra pemilihan oleh KpU

Kabupaten, apabila:

a. Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau

memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

sebelum hari pemungutan suara;

b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam

pidana penjara paling singkat 5 (lirna) tahun atau lebih berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari

pemungutan suara;

c. Pasangan calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses

pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap;
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d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elekhonik,

berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten atau Keputusan KPU Kabupaten;

e. melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan

Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak ditetapkan sebagai

Pasangan Calon, bagi Calon atau Pasarigan Calon yang berstatus sebagai

Petahana.

Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka

7, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

BAB IX

PENTJNDAAN

Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran Pasangan Calon hanya terdapat

1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU

Kabupaten memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan

Calon tidak ada atau hanya I (satu) Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan,

KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.

Pembukaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikecualikan bagi

Pasangan Calon yang telah ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi

persyaratan.

Sebelum memperpanjang masa pendaftaran atau membuka kembali pendaftaran

sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 KPU Kabupaten menetapkan

penundaan tahapan pencalonan.

Penetapan penundaan tahapan pencalonan oleh KPU Kabupaten sebagaimana

dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, diberitahukan kepada Pimpinan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten untuk diteruskan melalui Bupati dan

selanjutnya disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintah dalam negeri, dengan dilampiri Keputusan KPU Kabupaten

tentang perubahan tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati.

Dalam hal pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan sebagaimana

dirnaksud dalam BAB VIII angka 7 mengakibatkan jumlah Pasangan Calon

kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten menunda pelaksanaan penetapan

Pasangan Calon peserta Pemilihan.

KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3

(tiga) hari sejak pembatalan Pasangan Calon yang bersangkutan.

3.

4.

5.

6.

7.
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Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 mengakibatkan

tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara serentak pada hari yang

sama" KPU Kabupaten melakukan pemungutan suara susulan di kabupaten yang

bersangkutan.

Penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 ditetapkan dengan Keputusan

KPU Kabupaten.

Dalam hal terdapat Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang

mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan pada hari

pemungutan suara yang telah ditentukan, KPU Kabupaten menunda pelaksanaan

pemungutan suara.

11. KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan calon paling lama 3

(tiga) hari sejak penundaan pelaksanaan pemungutan suara'

12. Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 10 mengakibatkan

tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara serentak pada hari yang

sama, KPU Kabupaten melakukan pemungutan suara susulan di kabupaten yang

bersangkutan.

13. Penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 10 ditetapkan dengan Keputusan

KPU Kabupaten.

l.

BAB X

TA}{GGAPAII MASYARAKA'T

KPU Kabupaten mengumumkan daftar Pasangan Calon beserta dokumen

pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan.

Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka I dapat

disampaikan kepada KPU Kabupaten sejak pengumuman Pasangan Calon pada

laman KPU Kabupaten dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan

masa penelitian.

Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2' dibuat

secara terhrlis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu

Tanda Penduduk

BAB XI

PENTT'ELESAIAN SENGKETA TATA USAIIA NEGARA

Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam

bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten sebagai

akibat dikeiuarkarulya Keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan Pasangan

Calon oeserta Pemilihan.

1.

9.

10.

3.
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n1

Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada angka 1

diselesaikan melalui upaya administrasi di Panwas Kabupaten'

Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu, dapat diajukan gugatan

di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam

rurdang-undang tentang Pemilihan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN.LAIN

Anggota Tentara Nasional lndonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi,/KlP Aceh, dan KPU/KIP

Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas

Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan

penyelenggara Pemilihan dan pengawas Pemilihan dilarang memberikan

dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan'

Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti

adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dukrurgan dimaksud

dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Untuk memudatrkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan

dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan

Pasangan Calon peserta Pemilihan, KPU Kabupaten dapat memanfaatkan sarana

teknologi.

Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik

baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kabupaten meminta pendapat'

penjelasan atau keputusan kepada Mented.

Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau

mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib

menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati melalui Camat yang

dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan'

Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon' wajib

menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan

tanda terima pemberitahuan.

1.

3.

A
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_48_

Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazahlSurat

Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang

pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten

meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan

adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka 7 menyatakan

ijazahlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon tidak sah' penggunaan

ijazahl Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi

syarat dan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pedoman teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan'

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 20 Mei 2015

PEMILIIIAN UMUM
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LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN TIMTJM

KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR: 2S|IQsI/KPU-K ab -0 12329 5 12 120 | 5

TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA
PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI WONOGIzu TAHI.JN 2015

DAFTAR FORMULIR PENCALONAI\

PEMILIHAN BTJPATI DAI\ WAKIL BUPATI WONOGIRI TAIIUN 2015

A. Syarat Calon

1 Model BB.1-KWK Surat Pemyataan Calon Bupati dan Wakil Bupati

2. Model BB.2-KWK Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil Bupati

B. Syarat Pencalonan dari Partai Politik

C. Syarat Pencalonan dari Perseorangan

I Model B-KWK Parpol Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dari Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik

2. Model B.I-KWK Parool Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tenlang
Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

_1. Model B.2-KWK Parpol Swat Pemyataan Kesepakatan Partai PolitiUGabungan
Partai Politik dalam Pencalonan Buoati dan Wakil
Bupati

4. Model B.3-KWK Parpol Surat Pemyataan Kesepakatan Antara Partai Politilc/
Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati

5. Model 8.4-KWK Parpol Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, dan
Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
dengan RPJP Daerah

1. Model B-KWK
Perseorangan

Surat Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Bupati
dan Wakil Buoati

2. Model B.I-KWK
Perseorangan

Surat Pemyataan Dukungan Pasangan Calon
Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Walikota

5. Model B.2-KWK
Perseorangan

Rekapitulasi Jurnlah Dukungan Calon Perseorangan
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Model B.3-KWK
Perseorangan

Surat Pemyataan Tidak Mendukung Pasangan Calon
Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

5. Model 8.4-KWK
Perseorangan

Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, dan
Program Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemithan
Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah
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Berita Acara Perseorangln

Berita Acara Hasil Penelitian Jurnlah Minimal

Dukungan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Model BA.I-KWK
Perseorangan dan
Lampiran Model BA.l-
KWK Perseorangan

Berita Acara Hasil Penelitian Dugaan Kegandaan

Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil BuPati

Model BA.2-KWK
Perseorangan dan
Lampiran Model BA.2-
KWK Perseorangan

Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Terhadap

Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

clalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia

Pemungutan Suara

Model BA.3.1-KWK
Perseorangan dan
Lampiran Model BA.3.1-
KWK Perseorangan

Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap

Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia
Pemungutan Suara

Model BA.3.2-KWK
Perseorangan dan
Lampiran Model 8A.3.2-
KWK Perseorangan

Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat
kecamatan

Model BA.4-KWK
P erseorangan dan
Lampiran Model BA.4-
KWK Perseorangan

Model BA.4.1-KWK
Perseorangan

Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam
Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon
Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
di tinskat kecamatan

Model 8A.4.2-KWK
Perseorangan

Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil
Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di
tingkat kecamatan

Model BA.5-KWK
Perseorangan dan
Lampiran Model BA.5-
KWK Perseorangan

Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
daiam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat
kabuoaten

Model BA.5.l-KWK
Perseorangan

Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam
Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon
Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
di tingkat kabupaten

E. Berita Acara Penelitian dan Tanda Terima

1. Model BA.HP-KWK
dan Lampiran Model
BA.HP-KWK

Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administasi
Dokumen Persyarataa Pencalonan dan Penyaratan Calon
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

2. Model BA.HP Perbaikan-
KWK dan Lampiran
Model BA.HP Perbaikan-
KWK

Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan
AdministrasiDokumenPersyaratan Pencalonan dan

Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Buoati

3. Model TT.I-KWK dan
Lampiran Model TT.1-
KWK

Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati

4. Model TT.2-KWK
danlampiian Model
TT.2-KWK

Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

o
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MODEL BB.l-K\4IK

SURAT PER}TYATAAN

CALON BUPATI / WAKIL BUPATI *)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a, Nama

b. NIK

c. Jenis Kelamil

d. Pekerjaan

e. Tempat dan Tanggal
LahirAjmur

f. Alamat

menyatakan dengan sebenamya bahwa saya

A. UMUM

1. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;

2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara" Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tah'n 1945, cita-cita proklamasi Kemerdekaanl T .{gustus rahirn ts+s aan
Negara Kesatuan Republik lndonesia;

3. tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Bupati atau wak Bupati

4. belum pemah menjabat sebagai Gubemur atau wakil Gubemur*), Bupati atau wakil
Bupati*), serta Walikota atau Wakil Walikota*) selama 2 (dua) kali.rnasa iabatan dalamjabatan yang sama;

5. belum pernah menjabat sebagai:

a' Gubemur untuk calon wakil Gubemur, calon Bupati, calon wakil Bupati, calon
Walikota atau Calon Wakil Walikota;

b. wakil Gubemur-_ untuk calon Bupati, calon wakil Bupati, caron walikota, atau
Calon Wakil Walikota; dan

c' Bupati atau warikota untuk calon wakil Bupati atau calon wakil walikota;
6. tidak berstatus sebagai penjabat Gubemur, penjabat Bupati, alau penjabat walikota;
7' tidak memiliki kon{lik kepentingan dengan petahan4 yaitu sebagai suami, istri, bapak/ibu

kandung, bapak merhra/ibu merfua, anakkandung, menantu" kakak/adik kandung, ipar, paman,
atau bibi.
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B. KHUSUS

l_] t. Mengundurkan diri sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yangtl
mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon dengan melampirkan
tanda terima penyerahan surat pengajuan pengmduran diri dan surat keterangan

bahwa pengunduran diri sedang dalam proses.

I I 2 Memberitahukan pencalonan saya selaku Anggota DPR,DPD/DPRD*) bahwa saya
mencalonkan diri sebagaiGubemur/WakilGubemur/Bupati/WakilBupati/
Walikota/Wakil Walikota*) dengan melampirkan surat pemberitahuan pencalonan
kepada Pimpinan Dewan Perwakilan RakyaVpimpinan Dewan perwakilan

Daerah/?impinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*).

ll L mengundurkan diri sebagai

a. anggota Tentara Nasional Indonesia"

I U. Kepolisian Negara Republik Indonesai atau

c. Pegawai Negeri Sipil

sejak mendaftarkan diri sebagai calon dengan melampirkan surat pengunduran diri
dan s'rat keterangan bahwa pengund'ran diri telah diterima dan pemberhentiannya
sedang dalam proses yarg ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling
lambat I (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan.

l-l a' berhenti dari jabaran pada Badan Usaha Milik Negara arau Badan usaha MilikDaerah se,ak ditetapkan sebagai calon dengan merampirkan fotokopi surat
permohonan pemberhentian dari jabatan dan surat keterangan bahwa pemyataan
berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiaoyu ."dlg daa-
proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat t lsatu; trari
sebelum penetapan calon peserta pemilihan.

5. berhenti sebagai Anggota KpU, KpU provinsi/Klp Aceh, Kpu/tilp
Kabupaten'4(ota' Bawaslu, Bawaslu provinsi, panwas Kabupaten/Kota sebelumpembentukan ppK dan ppS, dengan melampirkan keputusan pemberhentian darlpejabat berwenang.

Demikian swat pernyataan ini dibuat
digunakan se bagaimana mestinya.

dengan sebenamya untuk

Yang membuat pernyataan

Calon Bupati / Wakil Bupati *)

Keterangan :*) pilih salah satu

l:).1"" tanda [ ! I pada kotak yang tersediajika sesuai.'') hanya diisi oleh pasangan caron yang dius'lkan oleh partai politik atau Gab.ngan partai
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MODELBB.2.KWK

DAFTAR RTWAYAT HIDUP

CALON BUPATI / WAKIL BUPATI *)

Nama Lengkap

TempaVTanggal Lahir

NIK

Usia

Alamat Tempat Tinggal

Email

Jenis Kelamin Laki-laki / Perempuan *)

Status Perkawinan Kawin / Belum Kawin / Pemah Kawin *)

,{gama

NPWP

Hobi

Moto Hidup

A. Dara Pribadi

B. Riwayat Pardidikan **)

Pendidikan Formal

Jenjang Institusi Tahun (masuk - lulus)

Pendidikan Informal

Jenjang Institusi Tahun (masuk - lulus)
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C. Pengalaman Pekerjaal a*)

Jabatan Institusi Tahun

D. Pengalaman Organisasi **)

Jabatsn Institusi Tahun

E. Publ.ikasi **)

Judul Tahun Terbit

F. Penghargaan **)

Nema Pengbargaan Insfifusi Tahun

G. Data Keluarga

Hubungan
Keuarga

Nama Pekerjaan

IstrVSuami

Jumlah Anak

Anak 1.

2-

3. dst
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Ayah

Ibu

Jumlah Saudara
Kandung

Saudara Kandung I.

2.

3. dst

Ayah Memra

Ibu Mertua

Menantu l.

2.

3. dst

Ipar l.

2.

3. dst

Paman 1.

3. dst

Bibi 1.

3. dst

H. Lainlain:

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenamya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu
+*) dimulai dari tahun yang lebih awal
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MODELB-I(WK
PARPOL

SURAT PENCALONAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama

ini didaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Dewan Pimpinan Daerab,/

Dewan Pimpinan wilayah/ Dewan Pimpinan cabang atau sebutan lain*) Paftai

atau Gabungan Partai Politik *) yang meliputi :

1. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) """""""""'
kursi,i suara sah *);

2. Partai ............. .. dengan petolehan kursilsuara sah *) """""""""'
kursi/suara sah *);

3. Partai ............. '. dengan perolehan kursVsuara sah *) """""""""'
kwsi/suara sah *);

jumlah keselunrhan kursi/suara sah*) sebanyak .. Kursi/Suara+) dan telah

memenuhi paling sedikit 20 % dan jumlah kursi DPRD Kabupaten ..".. ' . ' .. . '. . "
atau paling sedikit 25 % dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD

Kabupaten...... .

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang didaftarkan :

1. Calon Buoati :

2. Calon Wakil Bupati :

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenamya untuk digunakan

sebagaimana mestinya.

DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/

Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)

Kabupaten

Yang Mengajukan Pasargar Calon

Pafiai

Ketua Seketaris

(..........................)(...........'.....'......-)
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(..........................)

Sekretaris

(..........................)

Partai

Ketua

Partai

Kefua

(..........................)

Sekretaris

(..........................)

Keterangan:

*) pilih salah satu

Catatan:
Setiap halaman dibubuhi paraf oleh pimpinan partai politik atau Gabungan partai politik

I
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MODELB.I-KWK
PARPOL

KEPUTUSA}I PIMPINA}I PART{ POLITIK TINGKAT PUSAT
TENTAI\G PERSETUJUAI{ PASAI\GAI\ CALON

BUPATI DAI\ WAKIL BUPATI

Ketua Umum atau
Sebutan lain *)

Keterangan:

*) pilih salah satu

dibawah ini, Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Partai
berdasarkan usulan Pimpinan Partai Politik provinsi
memberikan persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Sekretaris Jenderal
Sebutan lain *)

Yang bertanda tangan

Bupati :

1. CalonBupati :

2. Calon Wakil Bupati :

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati ...............

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenamya unhrk digunakan sebagaimana
mestinya.

Pimpinan Partai politik Tingkat pusat

Partai ...........

Yang Mengusulkan pasangan Calon
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MODELB2-KWK
PARPOL

SURAT PERI\TYATAATI KESEPAKATA}{
PARTAI POLITII(GABI,JNGAN PARTAI POLITIK*)

DALAM PENCALONAN BUPATI DA}{ WAKIL BUPATI

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Partai

............................. atau Gabungan Pariai Politik*) Kabupaten

yang meliputi:

1. Partai .........:dan

2. Partai ................ .................:dan

3. Partai...............

menyatakan :

1. sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan

2. tidak akan menarik Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati yang telah diusulkan,

sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK pARpoL) atas nama :

Calon Bupati :

Calon Wakil Bupati :

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenamya untuk
sebagaimana mestinya.

digmakan

DPDIDPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)

Kabupaten

Yang Mengajukan pasangan Calon

Pafiai

Ketua Sekretaris

(..........................)(..........................)
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(..........................)

Partai

Ketua

Partai

Ketua

Sekretaris

(..........................)

(..........................)

Sekretaris

(..........................)

Keterangan:

*) pilih salah satu

Catatan:
setiap halaman dibubuhi paraf oleh pimpinan partai politik atau Gab,,ngan partai poritik
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MODELB.3-KWK
PARPOL

SURAT PERI{YATAA}{ KESEPAKATAI{
ANTARA PARTAI POLITISGABUNGAN PARTAI POLITIK*)
DENGAI\ PASANGAI\ CALON BI,JPATI DAI\ WAKIL BUPATI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

3. Partai

selanjutnya disebut sebagai PII{AK PERTAMA

l. Nama Calon Bupati :

2. Nama Calon Wakil Bupati :

Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan
Undang dan Per:aturan Komisi Pemilihan Umurn

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenamya .nirk dig.nakan
sebagaimana mestinya.

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Partai

Ketua

(..........................)

Partai

Ketua

sepakat untuk mengikuti proses Pemilihan

ketentuan Undang-

DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain */
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)

Kabupaten

Yang Mengajukan Pasangrr Calon

Sekretaris

(..........................)

Sekretaris

(..........................)(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..)
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Partai ..................

Ketua

(.........................)

Calon Bupati

Sekretaris

(..........................)

Pasangan Calon
Calon Wakil BuPati

Keterangan:

*) pilih salah satu

Catatan:
Gtiup-nA"tn* dibubuhi paraf oleh Pimpiran Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
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MODELB.ILKWK
PARPOL

SURAT PERITYATAAN KESESUAIAI\
NASKA}I VISI, MISI DAII PROGRAM PASAI\GAN CALON

BUPATI DA}{ WAKIL BUPATI DENGAN RPJP DAERAH

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Partai

atau Gabungan partai politik*)

Kabupaten......... ......... yang meliputi:

1. Partai .........;dan

2. Partai .. ..................;dan

3. Partai ............... ....................

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program pasangan calon sesuai dengan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang @pJp) Daerah.

Demikian s.ourt pemyataan ini dibuat dengan sebenamya unruk digunakan
sebagaimana mestinya.

DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
. Gabungan DPD/DPC Partai politik atau sebutan iain *t

Kabupaten

Yang Mengajukan pamngat Calon

(..........................)

Sekretaris

(..........................)

Partai

Ketua

Partai

Ketua

Partai

Ketua

C.........................)

Sekretaris

C.........................)

Sektetaris

(..........................)C.........................)

Keteranqan:
*) pilih salah satu

Catatan:
Setiap halaman dibubuhi paraf oleh pimpinan partai politik atau Gabungan partai politik
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MODELBKWK
PERSEORANGAN

SURAT PENCALONAN PASANGAI\ CALON PERSEORANGAII
BUPATI DAN WAKIL BTJPATI

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum,

bersama ini kami:

1. Nama Calon Bupati

2. Nama Calon Wakil Bupati :

mengajukan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ."...........

dengan keseluruhan jumlah pendukung '..'."'.... orang (...........u/o) dari

jumlah penduduk Kabupaten......... .. yang tersebar di ....................%

Kecamatan di Kabupaten ....., sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU

Kabupaten......... Nomor .............

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bupati dan Wakil

Bupati dan dilampiri Berita Acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon

Perseorangan dali KPU Kabupaten serta dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang

dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Calon Bupati Calon Wakil Bupati
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MODELB.I.KWK
PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAI\ PASANGAN CALON PERSEORANGAII
DALAM PEMILI}IAN BUPATI DAN WAKTL BUPAT}

Kelurahan/ Desa*)
Kecamatan

Kabupaten
Provinsi

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya/ kami*) :

No Nama NIK Jenis
Kelamin Alamat RT/

RW
TTV
Umur

Belum/sudah./
Pernah Kewin

(B/SiP)

TTD/
cap

Jemool

Ketera
ngan

I 4 5 6 1 E v 102
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RT/
RW

TTU
Umur

Belum/sudab/
Pernah Kawin

(B/S/P)

TTD/
cap

Jempol

Ketera
nganNo Nama NIK

Jenis
Kelamin

Alsmat

6 1 8 9 10
1 2 3 4 5

dsn seterusnya

dengan ini menyatakan dengan sebenamya dan secara sukalela mendukung pencalonan Pasangan

Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati """"""""'pada

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun.........., atas nama:

1. Calon Bupati :

2. Calon Wakil Bupati :

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri fotokopi identitas kepcndudukan.

Demikian pemyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila

ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenman atau saya,/kami mengingkari pemyataan

dukungan ini, saya/karni bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

yang mengatu tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

Calon Bupati Calon Wakil Bupati

Mengeta.bui,
Kepala Desa/Kelurahaa/rebutan lalnsl

Kelersege$ :

*) pilih salah satu
**) diisi seulah PPS melakukan penelitian faktual,PPS meminta tanda tangan

Kepala Desa/sebutan lain/Lurah setempat sesuai wilayah kerjanya
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MODELB,2-KWK
PERSEORANGAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAI! CALON PERSEORANGAN

DALAMPEMILIHAN BUPATI DAI\ WAKIL BI]PATI

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, disusun

:::'l':1 |** *::'ffi'#"Jl#""ffi"Jfl:*,il:* jfr",*ak' Bupati

l. Calon Bupati i

2. Calon Wakil Bupati I

dengan rincian data sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk Kabupaten ........... jiwa

3. Junlah total dukungan pasangan calon perseorangan .............. ... iiwa (.....%)

4. Jurnlah Kecamatan ..................

5. Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tersebar pada kecamatan (.........%)

Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

No Nama Kecamatan
Nama

Desa/I(elurahan
Jumlah Dukungan

I ) J 4

I 1. 1. ................ jiwa

2. ................ Jrwa

3. dst ................ jiwa

2. 1. ............'... Jrwa

2. ................ jiwa

3. dst .............. jiwa

3. 1. ................ Jlwa

2. ................ jiwa

3. dst ................ jiwa
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No Nama Kecamatan Nama
Desa/Kelurahan

Jumlah Dukungan

1 J 4 5

1. ..........."... jiwa

2. ................ jiwa

3. dst ................ jiwa

5. dst t. ................ jiwa

2. ................ jiwa

3. dst ............... jiwa

Demikian rekapitualsi ini disusun rurtuk digunakan sebagimana mestinya.

Calon Bupati Calon Wakil Bupati

I
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MODELB.3-KWI(
PERSEORANGA}I

SURAT PERIIYATAAN
TIDAK MENDUKT]NG PASAI\GAN CALON PERSEORANGAI\

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Yang bedanda tangan di bawah ini :

a. Nama

b. NomorKTP,O.IIK

c. Alamat

d. Tempat dan Tanggal
LahirAJmur

c. Jenis Kelamin

................/ ........ Tahun

Dengan ini menyatakan dengan sebenamya bahwa saya tidak pernnh nendukung dalam benhrk

apapun terhadap pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati ............. atas nama:

1. Calon Bupati :

2. Calon Wakil Bupati :

dan benedia / tidah bersedia ) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada tempat yang

disediakan pada formulir iri.

Yang membuat pernyataan

Kdsrsnsse.:
*) pilih salah satu
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MODELB.+KWK
PERSEORANGA}I

SURAT PERNYATAAN KESESUAIA}{
NASKAH Vt$, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BTJPATI DENGAN RPJP DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Calon Bupati :

Nama Calon Waki.l Bupati :

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program pasangan calon perseorangan ses,,ai

dengan Rencarn Pembangunan Jangka panjang @pJp) Daerah.

Demikian suat pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya mtuk digunakan

sebagaimana mestinya.

Calon Bupati Calon Wakil Bupati
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MODELBA.I.KWK
PERSEORANGAII

BERITAACARA
TIASIL PENELITIAI{ JUMLAII MINIMAL DUKTJNGAI{ DAN PERSEBARAN

PASANGAN CALON PERSEORAI{GAN
DALAM PEMILIHAN BTJPATI DAN WAKIL BTJPATI

Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan Tahun dua ribu
bertempat di . . . ... ... ... . . .. , KPU Kabupaten . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . telah melaksanakan penelitian
administrasi terhadap jumlah minimal dukungan dan persebaran dukungan pasangan calon
Perseorangan serta kesesuaian antara data dukungan yang terdapat dalarn softcopy dan hordcopy,
untuk Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati .............. ......., atas
rutma:

1. Calon Bupati :

2. Calon Wakil Bupati :

Dalam penelitian adminishasi, KPU Kabupaten telah melaksanakan kegiatan sebagai
berikut :

a. Melakukan penelitian terhadap jumlah minim4l dukungan dan persebaran yang
terdapat di dalam softcoplq

b' Melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan persebaran yang
terdapat dalam softcopy dengan hardcopy sebagaimana yang terdapat dalam dokumen
dukungan Formulir Model B. I -KWK perseoftmgan;

Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud di atas adarah sebagai berikut :

I' Jumlah pendukung yang diajukan pasangan calon perseorangan Bupati dan wakir
Bupati sejumlah ...................... orang;

2. Sebaran dukungan pasangan Calon perseorangan adalah tersebar di

....................% Kecamatan di Kabupaten

3. Dokumen Dukungan pasangan Calon perseorangan antara softcopy

dengan har dc opy dinyatakan:

f] a. telah sesuai (isi dengan !)

E b. tidak sesuai (isi dengan ./;, aan rru Kabupaten mengembalikan dokumen
dukungan kepada pasangan caron agar dapat diperbaiki pada masa
penyerahan dokumen dukungan.

4. Jumlah dan sebaran dukungan angka I dan 2 di masing-masing Desa./Kelurahan dan
Kecamatan, sebagaimana p ada LAMpIMN BA_l KVK BERSEORANGAN.
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Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap

ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten'

Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;

2. I (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK.

3. I (satu) rangkap untuk arsiP.

NO NAMA JABATAN TANDATANGAN

1 Ketua

2 Anggota

J Anggota

4 Anggota

5 Anggota

jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri



jdih.kpu.go.id/jateng/wonogirijdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri

LAMPIRAN
MODELBA.I.KWK
PERSEORANGA}I

TABEL REKAPITULASI IIASIL PENELITIAN
JIJMLAH MINIMAL DUKTJNGAN DAN PERSEBARAN

PASANGAN CALON PEREORANGAN
DAI,AM PEMILIIIAN BIJPATI DAN WAKIL BIJPATI

1. CALON BTJPATI :

2. CALON WAXIL BTJPATI :

KPU l&bupaten .

NO
NAMA

KECAMATAN
JUMLAH

DESA/KELURAHAN
NAMA

DESA/KELURAIIAN
JUMLAH

DUKUNGAN
T 2 4 5

I I Jiwa

2. Jiwa

3. dst Jiwa

2
Jiwa

2. Jiwa

3. dst Jiwa

3 l. Jiwa

2. Jiwa

3. ds1 Jiwa

4 dst l. Iiwa

2. Iiwa

3. dst '.....'-.............. lJiwa

JumlgI .,,,.,,... trGcarnatsn .,..,. Desa/trGlurahan Jiwa

NO NAMA JASATAN TANDATANGAIY
I

Ketrla
2

Anggota
l

Anggota
4

Anggota
5

Anggota

1.
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MODELBA.2-KWK
PERSEORANGAN

BERITAACARA
IIASIL PENELITIAI{ DUGAAII KEGAI\DAAI{ DUKUNGAN

PASANGAN CALON PERSEORAI\GAI\
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAI{ WAKIL BTJPATI

Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan Tahun dua ribu

melaksanakan penelitian dugaan kegandaan terhadap jumlah dukungan Pasangan Calon

Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati ............. .. atas nama :

1. CalonBuoati :

2. Calon Wakil Bupati :

Dalam penelitian dugaan kegandaan tersebut, Kpu Kabupaten telah melalcukan
penelitian terhadap dugaan kegandaan dukungaa pasangan calon perseorangan Bupati dan
Wakil Bupati, yairu:

1. satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari I (satu) pasangan calon; atau
2. satu orang memberikan dukungan lebih dari I (satu) kali kepada r (satu) pasanean

Calon perseorangan;

Hasil penelitian dugaan kegandaan dukungan sebagaimana dimaksud di atas adalah
sebagai berikut :

1' Jumlah pendukung yang diajukan pasangan caron perseorangan Bupati dan wakil
Bupati sebanyak ...................... orang;

2' Jumlah pendukrurg Pasangan caron perseorangan yang memberikan duk'ngan kepada
lebih dari I (satu) pasargan calon sebanyak orang, dan tetap
dinyatakan mendukung tetapi seranjutnya akan d akukan peneritian faktuar terhadap yang
bersangkutan oleh ppS.

3. Jumlah pendukung pasangan calon perseorangan yang memberikan dukungan lebih dariI (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan sebanyak ............ orang, dan
selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung I (satu) dukungan;

4. Jumlah pendukung Pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat setelah d akukan
pengurangan terhadap jumlah pendukrurg sebagaimana dimaksud angka 3, sebanyak

5' Rincian Jumlah pendukung pasangan caron perseorangan tersebut angka r, 2,3 dart 4 di
masing-masing Desa,4(elurahan dan Kecamatan, sebagaimana pada LAMpIRAN MODEL
BA.2.KWK PERSDORANGAN.
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Dernikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing- masing rangkap ditandatangani

oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. I (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;

2. I (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;

3. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS; dan

4. I (satu) rangkap untuk anip.

F

NO NAMA JABATAN TANDATANGAN

I Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

5 Anggota
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)r

TABEL REKAPITT]LASI HASIL PEIYf, LITIAN
DUGAAN KEGANDAAN DTJKf'I\GAII PASANGAI\I CALON PEREORANGAN

DALAM PEMILIHAN BI.JPATI DAIY }VAI<IL BTJPATI

),

LAMPIRAN
MODEL BA.2.KWK
PERSEORANGAN

1. CALON BTJPATI

2. CALON WAI(IL BTJPATI

NO
NAMA

KECAMATAN
JUMLAH

DESA/KEL
NAMA

DESA,/KELURAHAN

IHSIL PENELITIAN DUGAAN KEGANDAAN

1. Jumlah Pendukung
Yrng Diajuk-rn
Prsangrn Cslon
PeBeorangan

2. Jumlah Pendukung
PrsNngan Calon

Perseorangan yang
memberikrn dukungttr

keprd! lebth dari l(satu)
pNsrngan cslon, dan tetrp
dinystakrn mendukung
tetrpi akan dilakukrn

penelilian faktusl

3. Jumleh Pendukung
Pasengan Calon

Perseorrngan yang
memberikan dukungau
lebih dari 1 (satu) kali

keprdr l(satu)
pasangan crlon' dan

selanj utnya
dekunginnya hanya

dihitung I (satu)
dukungan

4. Jumlah
Pendukung

PNsangan Calon
Perseorangan yang
memenuhi syarat
setelrh dilakukrn

pengurangan
terhadNp I!€ndukung

sebagaimana
dimaksud angka 3

Keiera
ngan

I 7 3 4 5 6 7 8 9

I l. Orang

?. Orang

3. dst Orang

2 I Orang

2. Orang

3. dst Orang
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'1,I,

NO NAMA
KECAMATAN

JUMLAH
DESA,/KEL

NAMA
DESA/KELURAHAN

IIASIL PENELITIAN DUGAAN KEGAIIDAAN

l. Jumlab Pendukung
Yang Diajukrn
Pasangan Calon
Perseorangan

2. Jumlah Pendukung
Pasangan Calon

Perseorangan yang
memberikan dukungan

keprde lebih dlri l(srtu)
pssrngsn calon, dan tetip
dinyatrkan mendukung
tetapi akrn dilakukan

penelitian faktual

3. Jumleh Pendukung
Pasangen Calon

Pers€orangan yang
memberikan dukungan
leblh dari I (satu) krli

kepad. l(satu)
prsangan cdotr' dan

selanjutnya
dekungannyt hanya

dihitung I (sstu)
dukungan

4. Jumlab
Pendukung

Pssangan Cslon
Pers€orrngan yang
memenuhi syarrg
setelah dilakukrn

pengurangan
terhtdap p€ndukung

sebagaimana
dimaksud angka 3

Ketera
ngan

I 7 J 4 5 6 7 8 9

3 dst l. Orang

2. Orang

3. dst Orang

Iumlah Orang

KPU

NO

I

2

3

4

5

NAMA JABATAN

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

TAI\DATANGAN
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MODELBA.3.1-KWK
PERSEORANGA}I

BERITAACARA
IIASIL PEI\ELITIAN ADMINISTRASI TERIIADAP DoKUMEN DUKUNGA}i

PASANGAN CALON PERSEORANGAI\
DALAM PEMILIHAN BIJPATI DAN WAKIL BUPATI

OLEHPPS

Pada hari ini .............. tanggal ................ bulaa Tahun dua ribu

bertempat di......... ..........., Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan penelitian

administrasi terhadap jumlah dukungan Pasangan. Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati

alas nama :

1. Calon Buoati :

2. Calon Wakil Bupati :

Dalam penelitian adminishasi, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan
sebagai berikut :

a. meneliti keabsahan surat dukungan pada Formulir Model B.I-KWK perseorangan;

b. meneliti kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir Model B.1-
KWK Perseorangan dengan fotokopi identitaskependudukan;

c. meneliti kesesuaian antara alarnat pendukung dengan daerah pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati;

d. meneliti kelengkapan daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir B.l-KwK
Perseorangan;

e. meneliti kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah a,trninistrasi ppS;

f. meneliti ldentitas Kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung;

Hasil penelitian administrasi dukungan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan ppS
adalah sebagaimana paAa LAMPIMN MODEL BA 3. l-KIfK PERSEORANGAN.

Demikian Beita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing wtglap tntandatangari
oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara disampaikan masing-masing:

l I (satu) rangkap untuk pasangan calon

2. I (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon;

3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten meialui PPK;

4. I (satu) rangkap untuk PPL; dan

5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAII

I Ketua

2 Anggota

3 Anggota
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LAMPIRAN
MODELBA.3.1.KWK

PERSEORANGAN

TABEL I
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DUKT]I{GAN

I.]RAIAN

terdapat tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan dar/atau materai

JUMLAE
NO BMS TMS

I

2

Jumlah pendukung yang dicoret karena nama dan/atau alamat bersangkutan yang

tertera ;ada suat pemyataan dukungan (Formulir Model B'1-KWK Perseorangan)

tidak sesuai ilentitas kependudukut

J
Jumlah pendukung yang dicor€t karena alamat yang tertera pada i'Centitas

kependudukur yang bersangkutan tilak sesuai dengan daerah pemilihan

4

Jumlah pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi identitas

kependudukannya sebagai lampban surat pemyataan dukungan (Fonnulir Model B.l-
KWK P erseorangan)

) Jumlah pendukung yang dbor€t karena alamat yang tertera pada identitas

kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah adminjstrasi PPS

Jumlah pendukung yang dicoret karena usia dan/atau status perkawinannya tidak
memenuhi syarat pendukung

Junrlah

IGte rangan :

BMS : Belum Memenuhi Syarat

TMS : Tidak Memenuhi Syarat

TABELtr
KESIMPIJLAII HASIL PENELITIAN ADMII\ISTRASI OLEE PPS

pDs

NO I]RAIAN JUMLAII ORANG

I

Jumlah Dukungan berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan kegandaan

sebagaimana tercantum dahm Lampirar Modcl BA.2- KWK Perseorangtn
kolom 8

2
Jumlah pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan
tidak memenuhi svarat {TMS)

3
Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syant (BMS) dan

uajib dilaku}an perbalkal podr m$s p€rtilkrn

Jumlah pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan

nWgEJySlSl- berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS (No.l
dikurangi No,2)

NO NAMA JABATAN TAIYDA TAIIGAN

I Ketr:a

2 Anggota

J Anggota
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MODELBA.3.2.KWK
PERSEORANGA}I

BERITAACARA
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKTJNGAN

PASAI\GAN CALON PERSEORAI{GAI\
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAI\ WAKIL BIJPATI

OLEH PPS

Pada hari ini "........'... tanggal """""""" bulan tahun dua ribu

bertempat di ....'............'..'..' Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah

melaksanakan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil penelitian dugaan

kegandaan Pasangan calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati

1. Calon Bupati

2. Calon Wakil Bupati I

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai

berikut :

a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi

syarat administratif unnrk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta

dukungannya kepada Pasangan Calon Perseorangan;

b. Berkoordinasi dengan pasangan calon dar/atau tim penghubung pasangan calon

unhrk menghadirkan selunrh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan

tempat yarg telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan'

dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan;

Hasil penelitian faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalarn Pemilihan Bupati

dan wakil Bupati yang dilalrukan PPS adalah sebagaimanapadaTabel I, L/IMPIMN MODEL

BA 3.2.PERSEORANGAN.

Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syafat berdasalkan hasil penelitian

faktual sebagaimana telcantum dalam Tabel I angka 8, terhadap pendukung yang tid&k

dapat ditemui sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 7, PPS melakukan penelitian

faktuat lanjutan, yaitu berkoordinasi dengan Pasangan calon dan/atau Tim Penghubung

Pasangan Calon unhrk menghadirkan seluruh pendukung yang tidak dapat ditemui tersebut di

wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan

meneliti kebenaran dukungan. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Pertam4 sebagaimana pada

TabelII, LAMPIMN MODEL BA 3.2-PERSEORANGAN

Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian

faktual lanjutan pertama sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 8, terhadap pendukung

yang tidak hadir sebagaimana tercanflm dalam Tabel II angka 7, PPS melakukan penelitian

r^nuomlutu,,keduayaitumemberikankesempatankepadapendukungyarrgtidakhadir
tersebut untuk alatang ke PPS sampai dengan masa penelitian faktual berakhir! guna

mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Kedua

sebagaimana pa dt Tabel II\ LAMPIRAN MODEL BA 3'2-PERSEOMNGAN'

atas narna :
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Demikian Beria Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani

oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara disampaikan masing-masing:

l. 1 (satu) rangkap rmtuk pasangan calon;

2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan calon ;

3. 1 (satu) rangkap untuk KPU / Kabupaten melalui PPK;

4. I (satu) rangkap untuk PPL; dan

5. 1 (satu) rangkap unhrk arsip PPS.

NO NAMA JABATAN TANDATANGAN

I Ketua

2 Anggota

l Arrggota
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TABEL I
IIASIL PENELITIAN FAKTUAL

TABEL tr
HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTA}I PERTAMA

I]RAL{N
Dukungan yang memenuhi syarat dukmgan berdasarkan hasil penettian

adminisrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN Bt 3.1-KWK

pendukrug Pasangan Cabn Perseorangan yang mendukung I (satu) pasangan
calon dan menyatakan dukungarurya

pendukung Pasangan Calon Peneorangan yang tidlk menyatakln
dukungann5rr tetapi tidrk b€Fcdia mengki serta membubuhkan canda tangarlcap

psda Formulir Model8.3- KWK Perseorans.n

Jumlah pendukung Pasangan Calon perseorangan yang tidrk menyrtskan
dukungannya dan betsedls mengjsi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol
pada Formulir Model B.3- KWK Perseorannan

pendukung Pasangan Calon Perseorangrn yang memberikan dukungan
lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercannm dalam Lamniran

BA2-KWK Perseorangan kolom 6, dan menyatakan mendukung
Jumlah pendukung Pasangan Calon perseorangan yang memberftan dukungan
kepada lebih dari t (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Larnoiran
Model Bd2-KWK Perseorangan kobm 6, dan nenyr&krn tidak mendukung

pendukung Pasangan Cabn perseorangan yang tidrk drpst ditemui

Jumlah =No. 2 +No. 3 +No. 5

Jumlah dukungan pasangan Calon perseorangan b".d**k*ll!iG&fi
faktualpertama sebagaiman tercanhrm dalam Tabet I aneks g

Jumlah pendukung pasangan Calon pers*.*g*, y-g.;duk*g lGil;;G
calon dan menyatakan dukungannya

Jumlah pendukung pasangan Calon r".r.o.-gan-lilfG rJJilil
dukungannya tetapi tidlk benedis mengisi serta memiuUutrianianaa tanguvcap

pada Formulb Model B.3-KWK perseorangan

Jumlah pendukung pasangan Calon p..r"o.*gun-l !-Tdil-menystskan dukungannya dan benedia mengisi serta membub-uhkan tanda

pendukung Pasangan Calon perseorangan yang memberftan dutungant"!! dari I (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum Aalarn Lampian
Model BA2-KWK perseorangan kolom 6, dan menyafak n mendukung

fumlh nendukung Pasangan Calon peneorangan yang memberftan dukurgan
kepada lebih dari I (satu) pasangan calon sebagaimana iercantum dalam Lampiran
Model BA2-KWK Perseorangan kolom 6, dan menyrtakan tidak mendukung
Jumlah pendukung Pasangan Calon perseorangan yang tid"f. n"Ai, p"au *unu aan
tempat yang telah ditentukan

dukungan yrng dinystrkrn memcnuhi sysrrt berda$*an hssil
r fokturl lanjutln (No.t + No. 2 + No. 3 + No. 5)

LAMPIRAN
MODEL 8A.3.2-KWK

I
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TABELItr
IIASIL PENELITIAN FAKTUAL I"ANJUTAN KEDUA

pps

NO URAIAN JTJMLAII

I
Junlah dukungn Pasangan Cabn Perseorangan berdasarkan hasil penelitian

faktual pertama sebagaimana tercantum dalam Tabel Il angka 8

2
Jumlah pendukung Pasangan Calon Penieomngan yang mendukung I (stu) pasangan

calon dan menyatakan dukungannya

3

Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
menystakan dukutrgannys tetapi tidak benedia mengisi serta membubuhkan tanda

targan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan

Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
menyrtsksn dukungsnnya dan bersedir mengisi serta membubuhkan tanda

tangar/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan

5

Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberftan dukungn
kepada lebih dari I (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Model BA2-KWK Peneorangan kolom 6, dan menyatakan mendukung

o
Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberftan dukungan
kepada lebih dari I (satu) pasangan calon sebagaimana tercanhnn clahm Lampiran
Model BA2-KWK Perseorangan kolom 6, dan menyatakan tldrk mendukutrg

7

Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret daridaftar
dukungn karena tidak datsng ke PPS sampai dengan batas waktu yang ielah
ditentukan

8
J|rmhh Al(hir yrng dlnyrtrkrn m€m€nuhi sysBt betdoslt*ln hasil penelithn
falctual (No.l + No. 2 + No. 3 + No, 5)

NO NAMA JABATAII TANDATANGAN

l Keh:a

2 Anggota

3 Anggota
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MODELBA.+KWK
PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKTJNGAI{ PASAI\GAI\ CALON PERSEORANGAI\

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DI TINGKAT KECAMATAN

Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan Tahun dua ribu ......................

bertempat di ............... PPK ............... telah melaksanakan

rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan fakhral yang dilakukan oleh

PPS terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati

atas nama:

1. Calon Buoati :

2. Calon Wakil Bupati :

Dalam rapat pleno rekapinrlasi dukungan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian

administrasi dan faktual, PPK ............................. telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di fingkat kecamatan

berdasarkan penelitian administrasi dan faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan

mengumumkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud

angka 1 , ada / tidak dda) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Panwas

Kecamatan.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 **):

PPK menerima dan melakukan pembetulan

Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung

tidak dapat menerim4 dan selanjutnya Pasangan Calon atau Tim Penghubung

mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.

4. Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model BA.4.l KW-Perseorangan keberatan

dan/atau kejadian khusus.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan

berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faknral dari PPS, sebagaimana terinci pada

LAMPIRAN MODEL BA.I-KWK PERSEORANGAN

O
D
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Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap

ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara disampaikan masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;

2. I (satu) nngkap untuk KPU Kabupaten;

3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan

4. 1 (saru) rangkap untuk arsip.

Kereranean :
*) pilih salah satu
t*) beri tanda [{] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

NO NAMA JABATAN TANDATANGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

A Anggota

5 Anggota
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))

LAMPIRAN
MODEL BA.+KWK
PERSEORANGAT\

TABELI
REKAPITT]LASI DTJKUNGA}I PASAI\{GAI\ CALON PERSEORANGAI\i

DI TINGKAT KECAMATAN

NO URAIAN
JTJMLAHORANG

JT]MLAII
TOTALDESA,/KEL DESA/KEL DESA/KEL DESA/KEL DESA/KEL

dst

I

Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi
syarat berdasarkan hasil p€nelitian actual oleh PPS sebagaimana

tercantum dalam jumlah akhir pada Lampiran Model BA-3.2-KWK
Peneorangan Tabel III angka 8

2

Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan
tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan
pembetulan oleh PPK

l
Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah
dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan
pembetulan oleh PPK

4

Jumfah pendukug yang dinyatakan belum memenuhi syarut
(BMS) dan wajib dilakukan perbaikrn pada masa perbaikan
sebrgaimanr tercantum pada Larnpiran Model BA-3.l-KWK
PeseonNngrn Tabel II angka 3

5

Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil
rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan ((No.l+No.3) - No.2)
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))

TABELtr
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASAT{GAI{ CALON PERSEORANGAI{

DITINGKATKECAMATAN

JUMLAHDUKT]NGA}{

.lqnfn 
- 

pendukung pasangan Calon perseorangan
rckapitulasi dukungan tingkat kecamatan

TANDATANGAN
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MODELBA.4.l-KWK
PERSEORANGA}I

CATATAI\ KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAI! DALAM PELAKSANAAI\ REKAPITULASI

DUKI,JNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAi\
DALAM PEMILIIIAN BUPATI DAI\ WAKIL BUPATI

DI TINGKAT KECAMATAII

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

Kejadian khusus darVatau pemyataan keberatan oleh Pasangan Calon/Tim Penghubung dan/atau
Panwas Kecamatan sebagai berikut *) :

YANG MENGAJUKAN KEBf,RATAN PANITIA PEMILIIIAN KEAMATAN
KETUA

Ke&sts.u.:
*) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model BA 4.1-KwK Perseorangan ditandatangani oleh Ketua ppK,

::dTgkart apabila terdapat keberatan oleh Pasangan Calon/Tim Penghubung dan/atau Panwas Kecamaprl
Model BA 4.1-KWK ditandatsng€ni bersama oleh piiak yang mengajukan kebiratan dan Ketua PpK pada saat
dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan.

jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri



jdih.kpu.go.id/jateng/wonogirijdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri

MODELBA.4.2-KWK
PERSEORANGA}i

SURAT PENGAI\TAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara Kepada
Hasil Rekapitulasi Dukungan yth . Ketua KpU
Pasangan Calon Perseorangan di
Tingkat Kecamatan Kabupaten

di-

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapinrlasi dukungan Pasangan Calon
Perseorangan di tingkat kecamatan oleh Panitia pemilihan Kecamatan di :

Kecamatan :

Kabupaten : ........................

Provinsi :

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan dukungan Pasangan Calon Perseorangan terdiri dari :

1. Model BA 4-KWK perseorangan

2. Model BA 4.1 -KWK perseorangan

3. Dokumen Dukungan Pasangan Calon perseorangan

Demikian disampaikan sebagai bahan rekapiturasi dukungan pasangan calon
Perseorangan di tingkat Kabupaten.

YANG MENYERAHKAI\I

PANITIA PEMILIIIAN KECAMATAN

( Nama Lengkap )

YANG MENERIMA

KPU KABTJPATEN

( Nama Lengkap )

Catrtsn :

a. Satu Rangkap untuk PPK
b. Satu Rangkap untuk KPU Kabupaten.

I
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MODELBA.'KWK
PERSEORANGA}I

REKAPITULASI D{JKI,JNGAN PASAI\GAI\ CALON PERSEORANGAI\

DALAMPEMILIHAN BI,JPATI DAI\ WAKIL BUPATI

TINGKAT KABUPATEN

Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan Tahun dua ribu ..........--..........
bertempat di ................ KPU Kabupaten ...... telah melaksanakan
rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh ppK terhadap dokumen
dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati ............
atas nama:

1. Calon Bupati :

2. Calon Wakil Bupati :

Dalam rapat pleno rekapinrrasi duk'ngan di tingkat Kabupaten, KpU Kabupaten
.... telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1' Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten
berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;

2' Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan calon perseorangan sebagaimana
djmaksud angka I , ada / tidak ada*) keberatandari pasangan calor/tim perighubung/panwas
Kabupaten.

O Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan pasangan calon atau Tim penghubung
tidak dapat menerima, dan selanjutnya pasangan calon atau Tim penghubung
mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kabupaten.

4. Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model BA.5.l KWK-perseorangan

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan pasangan caron perseorangan di tingkat
Kabupaten, sebagaimana terinci pada LAMpIRAN M0DEL BA.s-KlyK hERSEhMNGAN.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 **):

D KPU Kabupaten menerima dan melakukan pembetulan
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Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani

oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara disampaikan masing-masing:

1. I (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseomngan sebagai dokumen untuk melakukan

pendaftaran;

2. I (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten; dan

3. I (satu) rangkap untuk arsip.

KPU Kabupaten

Kelerangan :*) pilih salah saturr) beri tanda [!] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuar
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))

LAMPIRAN

MODELBA.s-KWK
PERSEORANGAN

TABEL I
REKAPITULASI DUKI]NGAN PASAIYGA}I CALON PERSEORANGAI{

DI TINGKAT KABT]PATEN

JUMLAHORANG

Jurnlah pendukung pasangan Calon p"rr"or*gun y*!i!i6 -
syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungn di tingkat Kecamatan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model BA.4-KWK
Peneorangan Tabel I angka 5

Jurnlah pendukung pasangan c"ton F"o-*fr]o! ai6*i-
dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakuran

Jumlah pendukung Pasangan Calon perseorangan y""g dtt ntb"h d".
memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan

Jumlah pendukung yang dinyatak an helum 
^" ""rhl,v*",(BMS) dut qajib dilakukf,n perbaikan pada masa p€rbaikan

sebagaimana tercantum pada Lanpiran Model BA..LKWK
Perseonngan Tabel I angka 4

Jumlah pendukung pasrngan C"loo peoeonaofri'
rekapitu lasi dukungan tingkat Kabupaten

NO URAIAN JT]MLAH
TOTALKec ......, Kec ....... Kec ....... IGc ....... Kec ...,... dst

I

2

5

+

5
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))

TABELN
REKAPITULASI JUMLAH DT]KI.II\GAN PASATTGAN CALON PERSEORANGAI\

DI TINGKAT KABT,JPATEN

NO URAIAN
JUMLAHDUKUNGAN

JUMLAH
TOTALKec ....... IGc ....... IGc ....... l(ec ..,.... Kec ......, dst

I
Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan ,"*
rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten

KPU Kabupaten

NO NAMA JABATAN TANDATANGAN

I Ketua

2 Anggota

3 ft€gota
4 Anggota

5 Anggota
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MODELBA.s.I.KWK
PERSEORANGAN

CATATAN KAJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAI\ DALAM PELAKSANAAJ{ REKAPITULASI

DUKUNGA}{ PASANGAI\ CALON PERSEORANGA}{
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DI TINGKAT KABUPATEN

Kabupaten ;

Provinsi :

\ejadian khusus dan/atau pemyataan keberatan oleh Pasangan Calon/Tim Penghubung dan/atau
Panwas Kabupatem sebagai berikut *) :

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN KPU KABUPATEN
KETUA

Keleranpon :

r) Apabila hanya te{adi kejadian khusus, Model BA 5.1-KwK Perseorangan ditandatangani oleh Ketua KpU
Kabupaten, sedangkan apabila terdapat keberatan oleh Pasangan CatoJtim penghuoJung dan/atau panwas
KabuPaten, Model BA 5.1-KwK ditandatangani benama oleh pihak yang mengajikan kiberatan dan Ketua
KPU Kabupaten pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabup;ten.
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MODELBA.IIP.KWK

BERITAACARA
HASIL PENELITIAI\ PERSYARATAI\I ADMIMSTRASI DOKUMEN

PERSYARATAI\ PENCALONAI{ DAI{ PERSYARATAI\ CALON

DALAM PEMILIHAN BTJPATI DAI\ WAKIL BUPATI

Pada hari ini .............. tanggai ................ bulan Tahun dua ribu

bertempat di........................, KPU Kabupaten ....... telah melaksanakan

penelitian persyaratan adminishasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan

pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama :

1. Calon Bupati :

2. Calon Wakil Bupafi :

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan
dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tenebut dituangkan dalam tabel
sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, pasing-masing rangkap ditandatangani
oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara disusun masing-masing:

t. I (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;

A 2. I (satu) rangkap unhrk arsip;

KPU Kabupaten

NO NAMA JABATAN TANDATANGAN

1 Ketua

2 Anggota

J Anggota

A Anggota

5 Anggota
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I"AMPIRAN
MODELBA.HP.I'WK

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

DALAM PEMILIHAI\ BUPATI DAI\ WAKIL BUPATI

Nama Calon Bupati

Nama Calon Wakil Bupati

A SYARAT PENCALONAN

HASIL PEI{f, LITIAN KEABSAHAN
DOKUMEN

CALON DARI PARTAI POLITIK

Model B.1 KWK-Parpol

Model B.2 KWK-Parpol

Keputusan tentang Kepengurusan partai politik
i tingkatannya

CALON DARI PERSEORANGAN

Model B KWK - Perseorangan

B.I. KWK-Perseorangan

B.2. KWK-Peneorangan

Model B.4. KWK,Perseorangan

CALON DARI PARTAI POLITIK / PERSEORANGAN

Naskah Visi, Misi, dan program

nama Tim Karnpanye Tingkat Kabupaten,
dan Tingkat Desa/tr(elurahan

Fotocopy Rekening khusus dana kampanye yang dibuat
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B SYARAT CALON
1 NAMA CALON BUPATI :...................

IIASIL PENELITIAN KEABSAflAN
DOKI]MEN

TIDAK
MEMEI\II]HI

SYARAT

Fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh instansi yang

yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :

a Surat Sehat Jasmani dan Rohani*)

b Surat Keterangan Bebas Narkoba*)

c Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri

tidak pernalr dijatuhi pidana penjara, tidak
sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang

memiliki tanggungan utang

pernah dipidana penjara dengan kealfaan ringan
(culpa levis) -dam/atau alasan pol itik (ap ab il a
calon pernah dipidana penjars karenq kealpaan
ringan (culpa levis) dary'atau alasan politik )

d SKCK dari Polres

e Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK

Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga (tidak

Fotokopi MWP, tanda terima penyampaian SPTPP,

dan tanda buhi tidak mempunyai tunggakan pajak

dari KPP

2 SPTPP, 5 tahun terakhir (2010 s/d 20la)

tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak

dari KPP

a 4 x 6 (berwarna), sejumlah 4 lembar

b 4 x6 (hitamputih),sejumlah4 lembar

c 4 R/ 10,2 x 15,2 (berwarna), sejumlah 2 lembar

d Softcopy Pas Foto : g b dan c

Apabila Calon adalah Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan

I Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain:
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^ Tanda Terima penyerahan surat pengajuano 
pengunduran diri

O Surat Keterangan pengunduran diri sedang dalam

pros€s

8 Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:

^ Surat pemberitahuan pencalonan kepadao 
PimDinan DPR/DPD/DPRD

b Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD

9
Apabila Calon adalah Anggota TM, Kepolisian, atau PNS

a Fotokopi surat pengunduran diri

Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah
diterima dan pemberhentiannya sedang dalam

b proses yang ditandatangani oleh pejabat yang

berwenang paling lambat I (satu) harl sebelum
penetapan calon peserta pemilihan

l0 Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau
BUMD

^ Fotokopi surat permohonan pemberhentian dari
a

JaDatan

Surat Keterangan bahwa pernyataan berhenti dari
jabatan telah diterima dan pemberhentianya
sedang dalam proses yang ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang paling lambat I (satu)
hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan

ll
Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/IilP
Aceh, KPU/KIP Kabupaten/I(ota, Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Panwas KabupatenA(ota, melampirkan Surat
Keputusan pemberhentian dari pejabat benrenang

*; Hasil Penelitian berupa Memenuh syarat (MS) atau Tidak Memenuhi syarat (TMS)

2 NAMA CALON WAKIL BUPATI :

NO JENISDOKUMEN

HASIL PEI\IELITIAN KEABSAHAN
DOKUMEN

ADA
IIDAK
AI)A

MEMEI{,ISI
SYARAT

TIDAK
MEMEI{UM

SYARAT

KETERANGAI\

I Model BB.1 KWK

2 Model BB.2 KWK

Fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh instansi yang
berwenang

A SLTA

bou
C DIII

dow
esl
fsz

I 3 rt.'.4:: l 5: 'i 6
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yang diterbitkan lnstansi lain, antara lain :

a Surat Sehat Jasmani dan Rohani*)

b Surat Keterangan Bebas Narkoba; )

c Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri

tidak pemah dijatuhi pidana penjar4 tidak
sedang dicabut hak pilihnya dan tidak sedang

memiliki tanggungan utang

pemah dipidana penjara dengan kealfaan ringan
(culpa levis) dam/atav alasan politik (apabilq

calon pernah dipidata penjara karena kealpaan
ringan (culpa levis) da atau alasan politik )

e Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK

Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga (tidak
dinyatakan pailit)

Fotokopi NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP,

dall laoda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak
dari KPP

2 SPTPP, 5 tahun terakhir (2010 s/d 2014)

tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak
dari KPP

a 4 x 6 (berwama), sejumlah 4 lembar

b 4 x 6 (hitam putih), sejumlah 4lembar

c 4 R / 10,2 * 15,2 (berwama), sejumlah 2 lembar

d Softcopy Pas Foto ;4 b dan c

Calon adalah Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan
akil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain:

Tanda Terima penyerahan surat pengajuan

b Surat Keterangan pengunduran diri sedang dalam

Surat pemberitabuan pencalonan kepada

b Tanda Terima dari S€kretariat DPR/DPD/DPRD

Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS

a Fotokopi surat pengunduran diri

Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah
diterima dan pemberhentiannya sedang dalam
proses yang ditandatsngani oleh pejabat yang

berwenang paling lambat I (satu) harl sebelum
p€netapan calon peserta pemilihan

Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau
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Fotokopi surat pemohonan pemberhentian dari
jabatan

Sumt Keterangan bahwa pemyataan berhenti dari
jabatan telah diterima dan pemberhentianya

sedang dalam proses yang ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang palirg lambat I (satu)
hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan

Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi-/KlP
KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu

Panwas Kabupat€n/Kota" melampirkan Surat
pemberhentian dari pejabat berwenang

.) Hasil Penelitian berupa Memenuh Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Wonogiri,

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
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MODELBA.HP
PERBAIKAN-KWK

BERITAACARA
HASIL PENELITIA}{ PERBAIKAN PERSYARATAN ADIVTINISTRASI

DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAI\ PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIIIAN BT]PATI DAI\ WAKIL BTJPATI

Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan Tahun dua ribu
bertempat di........................, KPU Kabupaten
penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan

telah melaksanakan

keabsahan dokumen
persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati
atas nama :

1. Calon Bupati :

2. Calon Wakil Bupati :

Hasil penelitian perbaikan persyaratan
keabsahan dokumen persyaratan pencalonan
dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing_masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan anggota KpU Kabupaten.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;

2. I (satu) rangkap untuk arsip;

KPU Kabupaten

administrasi terhadapkelengkapan dan
dan persyaratan calon tersebut dituanekan

I
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LAMPIRAN
MODEL BA.HP PERBAIKAN .ICTYK

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADI\dINISTRASI

DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAI{ DA}{ PERSYARATAI{ CALON
DALAM PEI\IILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Nama Calon Bupati : ................

Nama Calon Wakil Bupati : ......

A SYARAT PENCALONAN

I ,^
l-

NO JEMSDOKT.II{EN

HASIL PENELITIAN KEABSAHAN
DOKTJMEN

KETERANGAI
ADA

TIDAK
ADA

MEMEIYI,JIII
SYARAT

TIDAK
MEMEI{IJHI

SYARAT

- 

l r

CALON DARI PARTAI POLITIK

I Model B KWK-Parpol

2 Model B.l KWK-Parpol

Model B.2 KWK-Parpol

4 Model B.3 KWK-Parpol

) Model B.4 KWK'Parpol

6
Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik
lesuai tingkatannya

CALON DARI PERSEORANGAI\

I Model BA.S-KWK Perseorangan

) Model B KWK -Perseorangan

Model B.l. KWK-Perseorangan

4 Model B.2. KWK-Peneorangan

Model B.4. KWK-Peneorangan

CALON DARI PARTAI POLITIK / PERSEORANGAN

I Naskah Visi, Misi, dan Program

Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten,

Kecamatan dan Tingkat Desa/I(elurahan

a Kabupaten

b Kecamatan

c Desa/Kelurahan

J
Fotocopy Rekening khusus dana kampanye yang dibuat

dalam I (satu) bank

,1:lrr: :: r--3ri.iril ::r 4:: : I :: .lr. l
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B SYARAT CALON
I NAMA CALON BUPATI : ...

IIA SIL PENELITIAN KEABSAEAN
DOKUMEN

TIDAK
MEMENTJHI

SYARAT

Model BB.l KWK

Fotokopi Ijazah/STTB ya4g dilegalisasi oleh instansi yang

berwenang

yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :

a Surat Sehat Jasmani dan Rohani*)

b Surat Keterangan Bebas Narkoba*)

c Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri

tidak pemah dijatuhi pidana penjara tidak
sedang dicabut hak pilihnya" dan tidak sedang

memiliki tanggungan utang

pemah dipidana penjara dengan kealfaan ringan
(culpa levis) dam/atau alasan politik (apabila
calon pernah dipidana penjara lrarena kealpaan
ringan (culpa levis) danialau alasan politik)

d SKCK dari Polres

e Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK

Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga (tidak

dinyatakan pailit)

Fotokopi NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP,

dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak

dari KPP

2 SPTPP, 5 tatrun terakhir (2010 s/d2014)

tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak

dari KPP

a 4x6 (benrarna), sejumlah 4lembar

b 4 x 6 (hitamputih), sejumlah4 lembar

c 4 R / 10,2 x 15,2(berwama), sejumlah 2 lembar

d Softcopy Pas Foto : a, b dan c

Calon adalah Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan

Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain:
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^ Tanda Terima penyerahan surat pengajuano 
pengunduran diri

O Surat Keterangan pengunduran diri sedang dalam
proses

8 Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:

_ Surat pemberitahuan pencalonan kepadao 
Pimpinan DPR/DPD/DPRD

b Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD

9
Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS

a Fotokopi surat pengunduran diri

Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah
diterima dan pemberhentiannya sedang dalam

b proses yang ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang paling lambat I (satu) harl sebelum
penetapan calon peserta pemilihan

l0
Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau
BUMD

^ Fotokopi surat permohonan pemberhentian dari
' iabatan

Surat Keterangan bahwa pernyataan.berhenti dari
jabatan telah diterima dan pemberhentianya
sedang dalam proses yang ditandatangani oleh
pejabat yang bcrwenang paling lambat I (satu)
hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan

ll
Apabila Calon adalah AnggotaKpU, KpU provinsi/Klp
Aceh, KPUA(IP KabupatenA(otg Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Panwas Kabupaten/tr(ota" melampirkan Surat
Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang

*) Hasil Penelitian berupa Memenuh syarat (MS) atau Tidak Memenuhi syarat (TMS)

2 NAMA CALON WAKILBUPATT :..................

NO JENIS DOKTJMEN

HASIL PENELITTAN KEABSAHAN
DOKTJMEN

ADA
TIDAK
ADA

MEMEI\TUHI
SYARAT

TIDAK
MEMENT,JHI

SYARAT

KETERANGAI\

:l t
I ModelBB.l KWK

2 Model BB.2 KWK

Fotokopi IjazahlSTTB yang dilegalisasi oleh instansi yang
berwenang

A SLTA

bou
cDm
dow
esl
fsz

" ')2, . 4 ,,51 , l.: 6 ''' 7 ,
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yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :

a Surat Sehat Jasmani dan Rohani*)

b Surat Keterangan Bebas Narkoba*)

c Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri

tidak pernatr dijatuhi pidana penjara, tidak
sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang

memiliki tanggungan utang

pemah dipidana penjara dengan kealfaan ringan

(culpa levis) dam/atau alasan politik (apabila

calon pernah dipidana penjara kerena l<zalpaan

ringan (culpa levis) dory'atqu alasan polilik )

d SKCK dari Polres

e Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK

Fotokopi NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP,

dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak

dari KPP

2 SPTPP, 5 tahun lerakhir (2010 s/d 2014)

tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak
dari KPP

a 4 x6 (berwarna), sejumlah4lembar

b 4 x6 (hitamputih), sejumlah4 lembar

c 4R /10,2x 15,2 (berwarna), sejumlah2lembar

d Softcopy Pas Foto : a, b dan c

Apabila Calon adalah Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan
Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain:

Tanda Terima penyerahan surat pengajuan

O Surat Keterangan pengunduran diri sedang dalam

Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:

Surat pemberitahuan pencalonan kepada

b Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD

Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS

a Fotokopi surat pengunduran diri

Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah
diterima dan pemberhentiannya sedang dalam
proses yang ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang paling lambat I (satu) harl sebelum

penetapan calon peserta pemilihan

Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau

BUMD
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Fotokopi surat pemohonan pemberhentian dari

jabatan

Surat Keterangan bahwa pernyataan berhenti dad

jabatan telah diterima dan pemberhentianya

b sedang dalam proses yang ditandatangani oleh

pejabat yang berwenang paling lambat I (satu)

hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan

Calon adalah Anggota KPU, KPU ProvinsiAgP

KPUiKIP Kabupaten /Kota" Bawaslu, Bawaslu

Panwas Kabupaten/Kota. melampirkan Surat

pemberhentian dari pejabat berwenang

*) Hasil Penelitian berupa Memenuh Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Wonogiri,

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

No Nsma Jrbstrn Tenda Tangsn

I Ketua

2 Anggota

3
Anggota

4 Anggou

5
Anggota

jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri



jdih.kpu.go.id/jateng/wonogirijdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri

Bahwa pada hari ...'.................' tanggal bulan"""""""' tahun 2015' telah

diterima dokumen peryaratafi pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan wakil Bupati'

atas nama :

1. Nama Calon BuPati :

MODELTT.I-KWK

TANDA TERIMA PENDAFTARAI{ PASANGAI\ CALON

BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2. Nama Calon Wakil BuPati :

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardfile dan softfiIe yang akan diperiksa dan akan

dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

sebagaimatra terlampir.

Yang Menyerahkan Yang Menerima

N&mr lengkip dan trrda tatrgan N&mr lelgkrp drtr trsds taoga!
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,i
LAMPIRAN TAIIDA TERIMA PEIIDAFTARAN

PASANGAI{ CAON BUPATI DAII WAKIL BUPATI

LAMPIRAN
MODEL TT.I-KWK

1. Identitas Calon Bupati
Nama

Alamat

Nomor Telepon

2. Identitas Calon Wakil Bupati
Nama

Alamat

Nomor Telepon

3. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran
Hari

Tanggal

Wakhr

(Nonot l diisl apablla Posangan Calon Diasal oleh Panai Poffik/Gabungan Padai Potttik)

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik *) pengusul :

NO PARTAI POLITIK AI.AMATKANTOR
PIMPINAN

NOMORTELEPON
KAIYTORPIMPINAN

NOMORKEPUTUSAN
PIMPINANTINGKAT

PUSATDAN/ATAU
KEPUTUSAN

PIMPINAI\TINGKAT
PROVINSITENTANG

KEPENGT'RUSA]\I

TAI\GGAL
KEPT'TUSAI\T

PIMPINANTINGKAT
PUSATDAN/ATAU

KEPUTUS$I
PIMPINAI\ TINGKAT
PROVINSI TENTANG

KEPENGURUS$I

NOMORKEPUTUSAN
PIMPINAI\ TINGKAT

PUSAT TENTAI{G
PERSETT,IJUAI\I

PASAI{GAI\ CALON

TAI\GGAL
KEPUTUSAN

PIMPINAN TINGKAT
PUSATTENTANG

PERSETUJUAI\I
PASANGANCALON

I

2

J

.. 1l:.: . ,1. : . - d. .::_ r..
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A SYARAT PENCALONAI\

NO JEMS DOKUMEN

HASIL PEhIELITIAN KELENGKAPAII DOKUMEN

KETERANGAI\ADA TIDAKADA MEMENTJIII
SYARAT

TIDAK
MEMENT'HI

SYARAT
t,' 3- ' ,;r;..5 .;;,: . 

;,;.,,,,:

. . . calr}h
:: ::::... a::

ID }'AR .r: :: . ., .: ', ' ', ,'., ,',,

I Model B KWK-Parpol

2 Model B.l KWK-Parpol

J Model B.2 KWK-Parpol

4

5 Model B.4 KWK-Parpol

6
Surat Keputusan tentang Kepengurusan partai politik sesuai
tingkatannya

iri'.',:,.ir ..'': ..,'::..,,

I Model BA.S-KWK Perseorangan

2 Model B KWK - Perseorangan

Model B. l. KWK-Perseorangan

4 Model B.2. KWK-Perseorangan

5 Model 8.4. KWK-Perseorangan

, ' ..I .1 , ' ' cAr4l TARTPARTAT idLI AN' .:. ,,, ,, .,...,r', t: ;:i' ,1,
''..'. PXRSEO84N6

I Naskah Visi, Misi, dan Program

2
Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan
Tingkat Desa/I(elurahan

a Kabupaten

b Kecamatan

c Desa/tr(elurahan

J R"t""ilg lhusus dana kampanye yang dibuat dalam I (satu) bank

) )

:;;.:l :-:- 7

t:.';{r.:l.ir:

todel B.3 KWK-Parpol

' '::
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)

B SYARAT CALON

r CAITON BIJPATI

)

ModelBB.l KWK

Fotokopi IjazavsrrB yang dilegalisasi oleh instansi yans berwenang

yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :

a Surat SehatJasmani danRohani*

c Surat Keterangan dari pengadilan Negeri

tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang ai"u
tanggungan utang

pernah dipidana penjara dengan kearfaan ringan (curpa levis) dam/atau au*rr@
p"'""h dipfu* p""j*" fu"r" fuob *qfteo rev,is) dadatau atasanporifik)

e Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KpK
f Surat Keterangan dari pengadilan Niaga (tidak s9@ng ai.yut t o p"ititl

* l:!1kopi NPWP, tanda terima penyampaian SpTpp, d*
" KPP

2 SPTPP, 5 tatrun terakhir eOlO s/d2}l4)
3 tandabukti tidakmemprnyai tunggakanpajakdari Kpp

jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri
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)

NO JEMS DOI(UMEN
HASIL PEMERIKSAAN

KELENGKAPAN DOKTJMEN KEERANGAN

ADA TIDAK ADA
. lj.

5 Fotokopi KTP

6 PasFoto:

a 4 x6 @erwarna), sejumlah 4 lembar

b 4 x6 (hitantputih), sejumlah4lembar

c 4 R/ l02xl52 (berwarna), sejumlah2lembar

d Softcopy PasFoto :a,bdanc

7
Apabila Calon adalah Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikotayang
mencalonkan diri dari daerah lain:

a Tanda Terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri

b Surat Keterangan pengunduran diri sedang dalam proses

8 Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:

a Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD

b Tanda Terima dari Selaetariat DPR/DPD/DPRD

9 Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :

a Fotokopi surat pengunduran diri

b
Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses
yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lalnbat I (satu) harl sebelum penetapan calon
peserta perrilihan

l0 Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD

a Fotokopi surat permohonan pe,mberhentian dari jabatan

b
Surat Keterangan bahwa pemyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentianya sedang

dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat I (satu) hari sebelum
penetapan calon peserta pemilihan

ll Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU ProvinsiA(P Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota" Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Panwas Kabupaten/I(ota" melampirkan Surat Keputusan pemberhe,ntian dari pejabat

*) Dohun*n atan claetd*otoleh Rto@h &ldl Petnerhtahyangdiaulutoleh KPU Kabrden da h@ n n &ldh ben pa Lfet s lt Stoat Q,f$

)

lri
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)

2. CALON WAKIL BTJPATI

ModelBB.l KWK

f.i"rawS

yang dite.litkutt It ttut ti l"fot, M

a Surat Sehat Jasmani 444&hani

b Surat Keterangan Bebas Narkoba*

c Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri

sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki

@ totr"* ringan (culpa levis) dam/atau alasan politik (apabila calon

perruh iirida*- *ni*o k^rena k"ol4*n rirgan (culOo l*it) dorr/otau ol^on Oolitik )

e Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK

i S"*t Keterangan dari Pengadilan Niaga (tidak sedang dinyatakan pailit)

d'k ttnrp*Y"i tunggakan Pajak dari

2 SPTPP, 5 tahun teraktrir (2010 s/d 2014)

i tunggakan pajak dari KPP

)

JENIS DOKI.]MEN

HASIL PEMERIKSAAI\
KELENGKAPAN INKUMEN KEERANGAII

ADA TIDAK ADA '::. ': :. ::.

K,Wr!

A SLTA

bot
cDm
dory
esl
fs2

d st(uK oan rorres

I NPWP

jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri
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HASIL PEMERIKSAAI\
KELENGKAPAN DOKI'MEN

a 4 x 6 (berwama), sejunrlah 4 lernbar

6 +*e ftitamPotD""j@
4R/ l02x I5,2 (berwarna),lgumtah 

'z 

temh

d SoftcoPY PtJffitqfu
Ap"btl"C"l""rd"luhgtp"ti,W'kilBupati'WalikotadanWakilWalikotayang
mencalonkan diri dari daerah lain:

a TandaTerima Penye

b SuratKeteranganPe"

Ap"bil" C"l"n adalah Anggota DPR/DPD/DPRD :

U f*auf"rimadariS"l<r"@
,ila Calon adatah Anggota TNI, Kepolisian' atau PNS :

a FotokoPis@
ntiannYa sedang dalam Proses

Surat Keterang* Uut *ffi!-a** aiti telah diterima dan pemberl

yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat I (satu) harl sebelum penetapan calon

Ap"btl'C"l;.
a fotokopi surat permotronan pernUertrentian aali jaU

ffi pernyataanberhenti aari.lauatantelah diterimadan pemberhentianyasedang

dalam proses v*g oitunautuoiani oleh pejabat yang berwenang paling lambat I (satu) hari sebelum

penetapan calon Peserta Pjtitih*

calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/IilP Aceb KPU/KIP Kabupaten^(ota Bawasltr" Bawaslu

. panwas Kabupaten/Kota" melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang

aran diserahtan oteh Runah sakit pendintahw7 diwjuh oreh Kpu Kabuparendan^r* *^***t u-t"* t*^ ( )'^''*'*t w" (w
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MODELTT.2-K\ilK

TA}IDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAI\ PASAI\GAN CALON
BUPATI DAI\ WAKIL BUPATI

Bahwa pada hari ...................... tanggal bu1an..............' tahun 2015' telah diterima

dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati, atas nama:

1. Nama Calon Bupati :

2. Nama Calon Wakil Bupati :

yang berisi jenis dokumen dalam benh* hardfile darr softJile yatg akan diperiksa dan akan dicatat

dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
sebagaimana terlampir.

Yang Menyerahkan Yang Menerima

Nrmr letrgkrp drD ir||dr tsDgsn N!m8 leDgklp d,r t rds t ngsD
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\t
LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN

PASANGAI\I CAON BI]PATI DAI\[ WAKIL BUPATI

LAMPIRAN
MODELTT.2-KWK

l. Identitas Calon Bupati
Nama

Alamat

Nomor Telepon

2. Identitas Calon Wakit Bupati
Narna

Alamat

Nomor Telepon

3. Waktu Penyerahan Dokumen pendaftaran

Hari

Tanggal

Waktu

(Nomor 1 diisi qabila Pasangan Calon Diusul oleh Panai Politik/Gabangan partai po1tik\

4. Partai Politik atau Gabungan partai politik *) pengusul :

NO PARTAI POLITTK AI-A,MATKANTOR
PIMPINAN

NOMORTELEPON
KAI{TORPIMPINAN

NOMORKEPUTUSAN
PIMPINATT TINGKAT

PUSATDAN/ATAU
KEPUTUSAN

PIMPINANTINGKAT
PROVINSITENTANG

KEPENGURUSAN

TANGCAL
KEPUTUSAN

PIMPINANTINGKAT
PUSAT DAN/ATAU

KEPUTUSAN
PTMPINANTINGKAT
PROVINSITENTANG

KEPENGURUSAN

NOMORKEPUTUSAN
PIMPINANTINGKAT

PUSATTENTANG
PERSETUJUAN

PASANGANCALON

TAI\IGGAL
KEPUTUSAN

PIMPINAN TINGKAT
PUSATTEMANG

PERSETUJUAN
PASANGANCALON

I

2

a
J

)
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A SYARAT PENCALONAAT

NO JENIS DOKUMEN

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN

KETERANGAII
ADA TIDAK ADA

MEMENUHI
SYARAT

TIDAI(
MEMENUHI

SYARAT
l,l 

' 3 .. r:: J :a :.
j,l':

.-l-::

I Model B KWK-Parpol

2 Model B.l KWK-Parpol

J Model B.2 KWK-Parpol

4 Model8.3 KWK-Parpol

5 Model B.4 KWK-Parpol

6
Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai
tingkatannya

::a::

1 Model BA. 5-KWK Perseorangan

2 Model B KWK - Perseorangan

3 Model B.l. KWK-Perseorangan

4 Model 8.2. KWK-Perseorangan

) Model B.4. KWK-Perseorangan

I Naskah Visi, Misi, dan Progam

., Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan
Tingkat Desa./Kelurahan

a Kabupaten

b Kecamatan

c Desa/I(elurahan

J Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam I (satu) bank

))
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)

B SYARAT CALON

r CALON BUPATI

)

NO JENIS DOKUMEN
HASIL PEMERIKSAAI\

KELENGKAPAN DOKUMEN KEERANGAN

ADA TIDAK ADA
,':. : 4 ::::: : ::

I Model BB.l KWK
) Model BB.2 KWK
J Iqt"\"pr ljazatlsTTB yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang

A SLTA

b Drr
C DtrI
d Dtv
esl
fsz

4 Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :

a Surat Sehat Jasmam dan&hani*)
b Surat Keterangan Bebas Narkoba*)

c Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri

I
tidak pernatr dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya a.r, tia"t t"Aung -emiliki
tanggungan utang

2
pernah dipidana penjara dengan kealfaan ringan (culpa levis) dam/atau alasan politik (apabila calon
pernah dipidana Wniara karena kealpaan ringan (cutry tevis) dan/atau alasan potitik)

d SKCK dari Polres

e Swat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KpK
f surat Keterangan dari Pengaditan Niaga (tidak sedang dinyatakan pailit)

c
FotokopiNPwP,tandaterimapenyampaiarrSPTPP,darrtandauGitia,t-@
KPP

I NPWP

2 SPTPP, 5 tahun terakhir (2OlO s/d}0l4)
3 tanda bukti tidak mempunyai pajak dari Kpp
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)

NO JENIS DOKUMEN
HASIL PEMERIKSAAN

KELENGKAPAN IX)KUMEN KEERANGAN

ADA TIDAI(ADA
::,':::1. : " a': 1 ', ' :,,:'.'

5 Fotokopi KTP

6 Pas Foto :

a 4 x6 (berwarna), sejumlah 4 lembar

b 4 x 6 (hitam putih), sejunlah 4 lembar

c 4 R/ l0,2xl5,2 (berwarna), sejumlah 2lembar

d Softcopy PasFoto :a,bdanc

7
Apabila Calon adalah Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang
mencalonkan diri dari daerah lain:

a Tanda Terima penyerahan suat pengajuan pengunduran diri

b Swat Keterangan pengunduran diri sedang dalam proses

8 Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:

a Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD

b Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD

9 Apabila Calon adalatr Anggota TNI, Kepolisian, atau pNS :

a Fotokopi surat pengunduran diri
Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses

b yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat I (satu) harl sebelum penetapan calon
peserta pemilihan

l0 Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD

a Fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan

b
Surat Keterangan bahwa pemyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentianya sedang
dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat I (satu) hari sebelum
penetapan calon peserta pemilihan

ll Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU ProvinsiAilP Acetr, KPU/KIP Kabupaten/I(ota" Bawaslu, Bawaslu
hovinsi, Panwas Kabupaten/I(ota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang

*) I)<h'nen aLat djserd*an oleh Rurrrdt Sakia Perneridah y@rg diturjuk oleh KPU Kobt4tden da, tasiwa dalah berup Meneni Eod (MS) dat TidaL Menenuhi Eard (IMS)

)
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\) )

2. CAIPN WAKIL BI.JPATI

HASIL PEMERIKSAAN
KELENGKAPAN DOKUMEN

Model BB.1 KWK

IjazahlSTTB yang dilegalisasi oleh i

Ooto."t Yangditerbit@
a Surat Sehat Jasmani dan

c Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri

atidaksedangdicabuthakpilihnya"dantidaksedangmemiliki

alfaan ringan (culpa levis) dam/atau alasan politik (apabila calon

pernah iipAoip""i*" t"r"* n"ap"" fi' (dW

d SKCK dari Polres

e Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN daxi KPK

? S*ut Keterangan dari Pengadilan Niaga (tidak sedang dinvatakan pailit)

Ut'tti tiA* mempunyai tunggakan pajak dari

2 SPTPP, 5 tahun terakhir (2010 Vd 2014)

3 tandabukti tidakmemPunYai @
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\)

z
{
z
tl-F

F,:l

z
{-'^t

3
3

HASIL PEMERIKSAAN

KETENGKAIAN DOKUlt/ftN

a 4 x6 (benvarna), sjumlah 4 lembar

b 4 x 6 (hiAmputih),sejumlah 4 lembar

c 4 R/ 10,2x15,2 (berwama), sejumlah 2lembar

d Softcopy Pas Foto : a b dan c

Apabila Calon adalah Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang

mencalonkan diri dari daeratr lain:

a Tanda Terima pnyerahan surat pengajuan pengunduran diri

b Surat Keterangan pngunduran diri sedang dalam proses

Calon adalah Arggota DPUDPD/DPRD:

a Surat pemberiahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD

b Tanda Terima dari Sehetariat DPR/DPD/DPRD

ila Calon adalatr Anggota TM, Kepolisian, atau PNS :

a Fotokopi surat pengunduran diri

Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses

b yang ditandaangani oleh pjabat yang benrenang paling lambat I (satu) harl sebelum penetapan calon

Calon adalatr pjabat pada BUMN dan atau BUMD

a Fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan

Surat Keterangan bahwa pemyataan bertrenti dari jabaan telah diterima dan pemhrhentianya sedang

dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang benvenang paling lambat I (satu) hari sebelum

penetapan calon paerta pmilihan

Apabila Calon adalatr Anggota KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh, KPUKIP KabupatenKot4 Bawaslu, Bawaslu
hovinsi, Panwas KabupatenKot4 melampirtan Surat Keputusar pemberhentian dari pejabat hnrenang

akan diserahkan oleh Ranah kkit Penerintah yang dit niuk oleh KPIJ Kabupaten dan twsitnya adatah berupa Meneruh Syrat (MS) arau Tidak Meneruhi Syarat (IMS)

KTP

Foto :
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